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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 3 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

_BUPATI KLATEN, 

a. bahwa barang Daerah sebagai salah satu unsur 
penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
don pembangunan Doerah, maka perlu dikelola 
secara tertib sehingga dapat dimanfaatkan secaro 
optimal dalam rangko mendukung 
penyelenggaraan Otonomi Daerah; 

b. bahwa dalam rd·ngka pengamanan barang 
Daerah, perlu adanya adminis·1rasi pengelolaan 
barang daerah secara mantap don profesional; 

c. bahwa dengan dilikuidasinya perangkat vertikal 
menjad' perangkat Daerah membawa konsekuensi 
oertambahnya barang milik Pemerinrah Daerah; 

d. bahwa berdasarkan p ertimbangan sebagai'l ara 
tersebut pada huruf a, b, don c . di atas, perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah ten1ang Pe ngelolaan 
Barang milik Daerah; 

l. Undang-Undang · Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daeroh Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengoh; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negaro Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana -telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 43 Tahun 1999 teotang Perubahan ,..\- -., ,,."' ~ 

,ti -1, 

Atos Undang-Undang Nomor 8 Tohun 1974 tentang,-~ 
Pokok--pokok Kepegawaian (Lembaran Neg,Q:r. · · 
Republik Indonesia Tahun 1999 1'-lomor-, ~· 1~ 
Tambahan Lembciran Negara Republik lndoh -

' ,, 
Nomor304l); 



,. ncG"'Q-u 
Penye,engga.-oon ega.-o 1ar.g 3ers·. ca'"' ce a 
dari Korupsi, Kolusi don Nepotisme (Lembaron 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3815); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaron Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambohan 
Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharoan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lem baron Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan oaerah {Lembarcin Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesi_a .. Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahcin Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang . 
Pemerintahan Oaerah menjadi . Undang-Undang 
(Lembaron Negara Republik _Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108. Tambahan Lem boron Negara Repub\ik 

ndonesia ,ornor S.!8) ; 
8. LJriaang- arg omor 33 .,.anur 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
don Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor . 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Repub\ik Indonesia 

Nomor 4438); 
9. Peraturan Pemerintah Nomo·r 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Ber\akunya Undang-Undang 
Nomor 12, .13, 14, don 15 Tahun 1950 ·(Berita Negara 

Repub\ik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59 ) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 197 l tentang 
Penjualan Kendaradn Perorangan Dinos Milik 
Negara {Lembaron Negara Tahun 1971 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negaro Nomor 1967 ) ; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tohun 1994 tentang 
Rumah Negara (Lembaran Negara · Republik 
Indonesia Tahun 1994 ~lomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 3573) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintoh Nomor 31 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atos Peroturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, 



.. , 

i 2. :Jere::- ..._.rem :Je e -- a 
Kewenangan Pe mer :a don e ,venang·an Prov7ris· 

sebagai Daerah Otonom {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

13. Peraturan · Pemerintah. Nomor l 06 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan don Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah . da!a'm Pelaksanaan 
Dekonsentrasi don Tugas Pernbantuan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, 
Tambahan Lembaran Negaro Republik Indonesia 
Nomor 4023); · 

14. Peraturan 'Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pengamcinan don Pengalihan Barang Milik / 
Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintoh Daerah dalam rangka pelaksanoon _ 
Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia TahUn 2001 Nornor. 6, _ Tombahan 
Lembaran Negaro Republik Indonesia N.omor 4073); 

15. Peraturan Perrierintoh Nomor 24 Tahun 2005 tentong 
Standar Akl!ntansi Pemerintohan ( Lembaga Negara 
Nomor 49, • Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4503 ); . 

16. Peraturan Pemerintah t>Jomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
ndonesia ahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah kepada -Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daeroh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lem_baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahuri 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah · 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609); 

20 . Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atos Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 



Um 

, 21. Keputusan Presiden Namor 40 Tahun l r:;7 4 tentang 
Tata Car,a Penjualan Status Rumah Negara; 

22. Keputus~n· Presiden Namar 81 Tahun 1982 tentang 
Peruba~on Atos Keputusan Presiden Namor 134 
Tahun \974 tentang Perub9han Penetapan Status 
Rumah ~egeri; · 

23. Keputus;an Presiden Namor 42 Tahun 2002 tentang 
Peloksahaan Anggaran Pendapatan don Belanja 
Daerah f 

24. Keputu~an Presiden Namor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedampn Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jaso 
Pemeri~tah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengar,i Peraturan Presiden Namor 8 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atos Keputusan Presiden Namor 
80 Ta~un 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan 
Baran~ / Jaso Pemerintah; 

25. KeputJsan Menteri Dalom Negeri Namor 49 Tahun 
2001 tentang Sistem lnfarmasi Monatemen Barang 

L . Daera,1; 
i . . 

26. Kepuh)Jsan Menteri Dalam Negeri Namar 7 Tahun 
2002 tf:;ntang Namor Kade Lakasi don Namor Kade 
Barang Daerah; 

27. Keputusan Menteri Dal am Negeri Namor 152 Tahun 
2004 tentang Pedaman Pengelalaan Barang 
Daerah; 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Namor 153 Tahun 
2004 fientang Pedaman Pengelalaan Barang Daerah 
yang /Dipisahkan; 

I 
I . 

29. Peratµran Me_nteri Dalam Negeri Namor 7 Tahun 2006 
tenta/ng Standorisasi Sarona dan · Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah; 

i 

30. Pera f:uran Menteri Dalam Negeri Namor 13 Tahun 
2006 / tentang Pedaman Pengelalaan Keuangan 
Daerph; . --

. DenJan Persetujuan 13ersama 
. I 

DEWJ\N PERWAKILA:N RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 
i . 

Menetapkan 
I 

i 
i dan 
i 

BUPATI KLATEN 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAfi.J DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK . . I 
DAERAH : · I . 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. · Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Bupati adalah Bupati Klaten. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD _adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. 

4. Sekr-etaris Daerah adalah Sekretaris Doerah Kabupaten Klaten. 

5. Badon Pengawasan Daerah adalah Badon Pengawasan Daerah 
KabupaJen Klaten. 

6. Satuan Kerj_a Perangkat Daerah, yang selanjl,Jtnya disingkat SKPD, adalah 
perangkat daeroh pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik 
daerah. 

7. Unit kerja adalah pogian SKPD yang melaksanokan satu atau beberapa 
• program. 

8. Barang Milik Daerah adalah semua barcing yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

9. Pengelolaan Barang Mili Daerah adalah rangkaian kegiatan don tindakan 
erhodap oa ang · · D g e · L •· oerenc naa"" ebutuhar oan 

sn -= -~,~~~~ e !:j em ~-~.,,....-~engamancn 
dar perne araa . peni oian. pengh p so oe cnganan. 
penatausahaan, pembinaan, penga, ason don pengenda,iar. 

l 0. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Sarong 
adaloj:1 Sekretaris Daerah sebqgai pejabat yang berwenang don 
bertanggungjawab menetapkan kebijakah don pedoman serta melakukan 
pengelolaan Barang Milik Daerah. 

J 

l l. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintc;ih Daerah yang 
berwenang membina don mengawasi pengelolaan Sarong Daerah. 

12, Koordinator 
I 
Pengelolaan Barang Milik Daerah · yang selanjutnya disebut 

Koordinotor ,Pengelolaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang berdasarkan tugas pokok don fungsinya bertanggung jawab 
dalam me~gkoordinasikon pengelolaan . barng milik Daerah sebagai 

i 
Pembantu Pengelola Sarong. 

13. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
menipunyai kewenangan dolam penggunaan Barang Milik Daerah yang 
berada di bawah pengelolaan ·satuan Kerja yang bersangkutan. 

14. Kuasa Pengguna Bbrang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna 
barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya 
den9an seboik-baiknya. 



/ 3e do a a an Barang adalah Pegawai yang diserahi 
e ·ma , meryimpan, don mengeluarkan barang persediaan 

er"a I S PD. 

- .: : a a ng Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk 
';:, rus Sarong Daerah yang ado di setiap Unit Kerja / SKPD. 

17. Rumah Daerah adalah rumah ydng dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah 
Kabupafen Klaten yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai 
Negeri Sipil ~emerintah Da~rah yang ditefopkan. 

18. Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis, 
spesifikasi, serta kualitas dalam l .(satu) periode tertentu . 

19 . Standarisasi Barang adalah pembakuan barang sesvai jenis, spesifikasi don 
kualitas dalam l (satu) periode tertentu . · 

20. Standarisasi Kebutuhan adalah stander sarana don prasarana yaitu 
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas.. don lain-lain 
kebutuhan yang memerlukan standarisasi. 

21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 
·barang milik daerah untuk menghubungkan pengadqan barang yang 
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 
meiakukan tindakan yang akan datang. 

22. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakai-i · untuk merumuskan 
penentcan kebutuhan Barang Daerah dengan memperhatikan ttlokasi 
anggaran yang tersedia. 

23. Pengadaan adblah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan 
barang Daerah. 

24. Penggunac;m adqlah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang 
dalam mengelola don menata usahakan barang milik daerah yang sesuai 
dengdn tugas pokok don fungsi lnstansi yang bersangkutan. 

25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daergh yang tidak 
dipergunakan ?esuai · dengan tugas pokok don fungsi satuan • kerja 
perangkat daerah, dalam bentuk. sewa, pinjam pakai, kerja soma 
pemanfaatan, don bangun serah guna / bangun guna serah dengan tidak 
mengubah status kepemilikan. 

26. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 
I 

jangka waktu te;rtentu don menerima imbalan uang tunai. 
i 

27. Pinjam -pakai a~alah penyerahan penggunaan barang an taro pemerintah 
-;- pusat dengan pemerintah daerah ddn antar pemerintah daerah dalam 

jangka watdu tertentu tanpa menerima imbqlan don setelah jangka waktu 
tersebut berakhlr diserahkan kembali kepoda pengelolo barang. 

28. Kerjasama pemanfaatan addlah pendoyagunaan barang millk daerah 
oleh pih,dk lain dalam jqngka waktu tertentu dalom rangka peningkatan 
pendapatan daerah don sumber pembiayaan lainnya. 



Bangur. gun a serah adalah pemanfaatan barang milik . dat:;rah berupa 
Jonah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana 
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut 
_dala m jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya 
diserahkan kembali tanah beserta bqngunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 

30. Bongun serah guna odoloh pemanfoaton borong milik daerah berupo 
tonoh oleh pihok lain dengon cara mendirikon bonguncm don/otau sarana 
berikyt fasilitosnyo, don seteloh selesoi pembongunonnyo diserahkon untuk 
didoyogunokon oleh pihok loin tersebut dolam jangko woktu tertentu yang 
disepakati . 

31. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam 
penguruson barqng doerah . dalam bentuk fisik, odministratif, 
pengasurans·ian don tindakan upayo hukum. · 

J 

32. Pemelihoroan adalah kegiatan atou tindakan yang dilakukan agar semuo 
Barang Daeroh selolu dalam keadaan. baik don siop untuk digunokan 
secora berdaya guna don berhasil guna. · · 

33. Penilaian adalah suatu proses kegiotan penelitian yang selektif didasarkan 
_pada data/fakto yang obyektif don relevan dengan menggunokan 
metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. 

34. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebas ari pengguna dan/atau kuasa pengguno 
barong dan/atou pengelola barang dari tQnggungjawab administrasi don 
fisik atas barang yang berodo dalam penguasaannya. 

35. Pemindahtanganan adalah pengolihon kepemilikon Sarong Milik Doerah 
sebogoi tindok lonjut dori penghopuson dengon cora dijuol, dipertukorkon, 
dihibahkon_atau diser.tokon sebagoi modal pemerintah daerah. · 

36. Penjuolon odalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada. 
pihak loin dengan menerima p~nggantian dalam bentuk uang. 

37. Tukor menukor adalah pengalihan kepemilikan barang mili~ daerah yang 
dilakukon antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar 
pemerintah doerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, 
_dengan mendrima penggantion dalam bentuk barong, sekurang­
kurangnya den!t)an nilai seimbang. 

! 

38. Hibah odaloh I pengalihan kepemilikan barong dari pemerintah pusat 
kepada pemerjntah daerah, dari Pemerintah Daerah kepoda_ Pemerintah 
Pusot, antar per'nerintoh daerah, dari pemerintoh doerah kepada pihak lain 
tonpo memperp leh penggontion. 

39. Penyertoan m<Ddal pemerintah daerah adalah pengolihan kepemilikan 
barong milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisankon menjadi kekoyaan yang dipisohkon untuk diperhitungkan 
sebagoi modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau 
bodan hukum )ainnya yang dimiliki daerah. 



i 

- Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang rneliputi pernbukuan, 
inventarisasi, don pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

41. lnventarisasi adalah kegiatan untuk rnelakukan pendataan, •pencatatan 
don pelaporan hasil pendataan barang rnilik daerah . 

42. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan 
penyelenggaraan don pengaturan barang persediaah di dqlam gudang 
atau ruang penyimpanan lainnya. 

43. Penyalur~=m adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengirirnan barang dari 
gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja / sotuqn kerja pemakai. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud pengelolaan bcirang milik daerah qdalah untuk mengamankon barang 
milik daerah. don member!kan jaminon/kepcistian dalam pengelolaan barang 
milik daerah. 

Pasal 3 

Tujuan pengelolaan barang Daerah adalah untuk : 

a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan don 
pemqangunan daerah; 

b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang; 

c. mewujudltan pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif don efisien. 

BAB Ill 
ASAS 

Posa! 4 

C. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan .asas-asas : 

a. Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan don pemecahan masalah­
masalah dibida~g pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan 
oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, koordinator 
pengelolaan bbrang, pengelola barang • don Bupati sesuai fungsi, 
wewenang don 

1
tanggungjawab masing-masing. 

b. Asas kep0stian • hukum yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 
dilaksanakan berdasarkan hukum doh peraturari perundang-undangan. 

c. Asas transparansi don keterbukaan yaitu penyelen[Jgaraan pengelolaon 
baron~ milik daerah . harus trqnsporan terhadap hak masyorakat dalam 
memperoleh informasi yang benar. 

d. Asas efisiensi yaitu pengelolaan barang milik daerah diqrahkan agar 
b~rang . milik daerah digunakan sesuai ba1asan-batason · standcrr 



kebutuhan yang diperlukan dalam rangka memmjang penyelenggaracin 
tugas pokok don furigsi pemerinfahan secara optimol. · 

e. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepOda rakyat. 

f. Asas kepastian nilai yoitu pengelolaan barang milik daerah .harus didukung 
oleh adanya ketepatan jumlah don nilai borcmg dalam rangka 
optimalisasi pemanfaatan don pemindahtanganan ·barang milik daerah 
serta penyusunan neraca pemerintah. 

BAB IV 
RUANG LINGKUP 

Pasal5 

( l) Barang milik Daerah meliputi : 

a. barang yang dibeli atau ·diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 
don Belanja Daerah (APBD) ; · 

G)_ barang yang berasal dari perolehan lainnyo yang sah. 

(2) Barang sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) huruf b meliputi: 
. . 

a. Sarong yang diperoleh dari hibah/sumbangah atou yang sejenis; 

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau 

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
rnemperoleh kekuatan hukum te.tap. 

·Pasol 6 

Pengelolaan barang milik Doerah meliputi: 

a. perencanaan kebutl)han don penganggaron; 
, ' ' . ' 

b. pengadaan; 

c. penggunaan; 

d. pemanfaatani 

e . pengamanan ldan pemeliharaan; 

f. penilaian; 

g. penghapusan; 

h. pemindahtanganan; 

1. penatausahoon; 
i 

j. pembi'.iJaan; pengawasari, ddn pengendalian. 
I . .. 

l 
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BAB V 
· PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 7 

( 1) Bupati berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan· Pengelolaan Barang 
Milik Daerah. 

(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pen.geldlqan Borang Milik Daerah 
s~bagaimana dimaksud padCl ayot ( 1) mempuhyai wewenang : 

a . menetapkan kebijakan pengelolaan B·arang Milik Daerah; 
b . menetapkan pengguna~:m, pemanfaatan atau pemindohtanganan 

· tanah don bangunan; . . 
c. menetapkan kebljakan pengamanan Barang Milik paerah; 
d. mengajukan usul pehiindartonganan Barang Milik Daerah . yang 

memerlukan persetujuan DPRD; · 

e . m.enyetujui usul pemindahtanganan don penghapusan Barang Milik 
Daerah sesuai batos kewenangannyd ; don 

f. menyetujui usul pemanfaatan Barong Milik Daerah selain tanah 
dan/Qtau bangunan. · 

(3) Dalam pengelolaan barang,milik.Daerah, Bupati dibontu oleh: 

a . Sekretaris Daeroh selaku Pengelolo Barang; 
b. Koordinator Pengelolaqn Barang sc3loku Pembantu 'Pengelola Barong; 
c .• Kepala Satuan Kerja Perangkcrt Daerah selakL,J Pengguna Barang; · 
d .. Kuasa Pengguna Barang; 
e . Pemegang Barang / Bendaharawan Barong; don 
f. · Pengurus Barang. 

Posa! 8 

( l) Sekretaris Doeroh berkedudukan sebagai Pengelolo Borcmg-. . 

(2) Sekretaris Daerah selaku Pengelolo Barong berwenang don bertanggung 
jawab: . 
o . menetapkan pejobot yo.ng mengurus don · menyimpon Borong Milik 

Daerah; 

b . meneliti don menyetujui rencana kebutuhan Barong Milik Doerah; 
c. meneliti . don· menyetujui rencona kebutuhon pemelihoraon /perowoton . 

Barang Mi_lik D6erah; 
d. mengatur pelaksonoan . pemonfaatan, penghapusan, don 

pemindahtonganon Barong Milik Daeroh yang tel_ah disetujui oleh Bupoti 
• otou DPRD; 

e. melokukon koordinasi dolom peloksonoon· · inventorisosi Barong Milik . 
Daerah; don 

f. melokukon pengawosan don . pengendoljan otas pengelolaan Barang 
Milik D0erah. 

Pasol9 

( l) Ke polo tatuon Kerja Perangkot Daerah yang tu gas pokok don fungsinya 
mengkoprdinosjkan pengelolaan o·arong milik · doerah ber.kedudu.kan 
sebagai :Koordinator Pengelolaan Borang. 
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(2) Koordinator Pengelolaan Boran@ sebqgaimana dimaksLJd pada ayat (l) 
sebagai Pembantu Pengelola Sarong don sebagai Pusat lnforrnasi Sarong 

..\ilik Daeroh (PISMO). 

(3) Koordinator Pengelolaan Sarong me.mpunyai wewenang don 
tanggungjawab mengkoordinir penyelenggqraan pengelolaan barong milik 

:co-,., yan g ado pad<J SKPD. 

~-- rainator Pengelolaan Barang mempunyai . tug as' membantu kelancaron 
Ksanaan tugas Pengel9la . Sarong -dalam rangka pengelolaan l=iarang 
d aerah, ontaro lain : 

a. m·engkoordinasikan p$nyusunan ?tandarisasi parong, kebutuhah don 
harga dengan SKPD terkait; 

b. men·gtoordinasikan penyusunan Rencana Kebutuhan _ Sarong don 
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan dari tiqp-tiap SKPD; 

c . meneliti Renc'.::ana Kebutuhan Barang don Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan Sarong · dari _masing-masing SKPD untuk penyusunan 

~ Rencana Daftar Kebutuhan Barang Dderah Dan · Rencana Daftar 
Kebutuhan Pemeliharaan Sarong Daerah; 

d . mengkoordinasikan don meneliti Daftar Kebutuhan Barong don Daftar 
Kebutuhan Pemeliharaan Barang dari · ·masing-masing SKPD untuk 
menyusun Daftar Kebutuhan Barong · Doeroh dan Daftor Pemeliharaan 
Barang Daeroh don mengusulkdn penetapan·nya kepada Pengelola . 
Sarong; 

e. m engkoordinasikan don menyusun hasil pengadqan barang dari masing­
masing SKPD d o n mengkompilasika'n untuk dijadikan lampiran 
p·erhitungan APBD Tahun bersangkutan; 

f. mengkoordinasikan penerimaan barang yang berqsal dari pihak ketiga 
berupa hibah, bantuan dc;m -sumbangan serta Tnelaporkannya kepada 
Supati; · 

g. mengkoordin¢sikan don menyusun laporan, serta meheliti don membuat 
daftar hasil · pemeliharocin 9arang dad masing~masing SKPD, sebagoi 

• lampiron per~itungan.A.PSD; 

h. mengkoordinir bqrang-barang dari pengadaoh masing-masing SKPD 
I . . 

untuk dlinventarisasi; 

· i. mengkoordinasikan · don mengusulkan · penggunaan/pemanfaatan 
barang. milik Daerah dari· masing-masing SKPD/Unit Kerja kepada 
Pengelola Sarong; 

j. · r:nengkoordinasikan pengamanan barang Daerah yang beroda di 
SKPD/Unit Kerja; . 

k. mengkoordinasikan- pemindahtanganan barang Doeroh sebagqi tindak 
lanjut pelaksandan p\3nghop~sa_n; · 

_, 
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I. melaksanakan penatausahaan barang Daerah yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi don pelaporan sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlakv; 

m. mengkoordinasikan penyaluran barang Daerah kepadaSKPD/Unit Kerja; 

n. menyimpan bukti kepemillkari barang Daerah; 

o. melaksanakan penilaian barang Daerah; 

p. mengkoordinasikan don menyusun laporan mutasi . barang Daerah 
secara periodik; 

q. melaksanakan pengawasan don pengendqlian barongDqerah; don 

r. mengkoordinasikan penanganan barang Daercih . yang hilang akibat 
· kelalaian pengelolaan barang Daerah ol~h- Pengguna Ba rang, Kuasa 
P.engguna Barang don. Pengurus Barang. 

Pasal 10 

( 1) Kepala SKPD berkedudukan sebagai Pengguno Barang, 

(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada qyat (1) b.erwenang don 
bertanggung jawab untuk : 

,. . . . 

a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik ·daercih bagi satuan kerja 
perangkat .daerah yang dipimpinnya. 

b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan don 
penggunaan barang m· i daerah yang diperoleh dari beban ~PBD don 
perolehan lainnya yang sah. 

C. 

d. 

e. 

Melakukan pencatatan don inventarisasi barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya. 

Menggunakan barang · . _mjijk daerah . yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingari penyelenggaraon tugas pokok don 
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang di'pimpinnya. • · 

Men~amankan don . memelihara · barang milik daerqh yang berada 
. I . 

dalam penguasaannya : · 

f. Mengajukan1 ' usu I pernindahtanganan · barang rnilik daerah berupa 
tanah don otau bangunan yang t1dak memerlukan persetujuan DPRD 

• don barang '.milik daercih. seldin tanah .don bangunan. · 

g. Menyerahkah tanoh don bangunan yang tidak . dimanfc:mtkan untuk 
kepe.ntingan· periyeienggaraan tugas pokok dqn fungsi satuan kerja 
perangkat daerah yang dlpimpinnya kepada Bupati melalui Koordinator 
Pengelolaan Barang Dae_rdh. 

h. Melakukan pengaw·asan don pengendalion atas penggunaan barang 
I . . . ·. . . 

milik daerah yang ado dalam penguasaannya. · . 
l I . • ' 



'- Menyusu~ don menyampaikan Laporan Sarong Pengguna Semestera n 
(LBPS) don Lqporan Barang Pengguna Tahunqn (LBPT) yang berada 
dalam penguasaannya kepoda penge.lola Sarong melalui Koordinator 
Pengelolaan Barang. 

Posa! 11 

( l) Untuk kelancoron don ketertiban per)geloloan barang milik Daerah pada 
SKPD, Kepala SKPD selaku Pengg\Jna ; Borang dapat menunjuk Kuasa 
Pengguna Barang. · 

(2 ) PenunjUkan Kuasa Pengguna Barong sebagaimaria dima.ksud pad a ayat ( l) 
ditetapkan dengon Keputusan Pengguna Barang . 

(3 ) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada dyot ( 1) bertugas 
membantu Penggu·na Barang dalam pengeloiaon .bdrang · milik Daerah 

· yang ~erada di dalam penguasaannya. · 

Pasol 12 . 

( l) Pad a setiap. SKPD / Unit Kerja ditunJvk seorqhg Pemegang Sarong / 
Sendaharawan Borang don seorang Pehgurus Borang . 

(2) _ R¼nunjukan Pemegan,9 Barang · / Bendoharawan . Barang don Pengurus . 
Barang . sebagaimano dimaksud pqda ayot (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati berdasarkdn usulan Kepala SKPq. 

(3) . Pemegang Sarong / Bendaharawan Sarong don Peng urus Barang 
se~a g aimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaL pembantu 
Pengguna Barang dalarr .-y,.ergelo la ba a g rr'. · Daerati di SKPD masing­
masirig. 

BAB VI 
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 

Paso! 13 

( 1) Pengguna barang merenconakan · kebutvhan barang don rencana 
kebutuhoo pemeliharaon barang yang dituqngkan dolam Rencana Kerja 
don Anggaran SKFD dengan memperhatikan ket~rsJ:1diaan bqrang milik 
Daerah yang' ado. 

j 

(2) Perencanaan keb,utuhan barang don rencana kebutuhan pemeliharaan 
bqrong sebagaim¢ma · dimciksud -pada ayat ( 1) · berpedoman · pad a stand or . 
barang, standar kebutuhqn don ?tandar harga. . . . I - . - . - . . 

(3) Penyusunan stan<l:lar barang, standar kebutuhan don standar harga 
sebagaimana · dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Koordinator 
Pengelolaan· Barang dengan Jnstonsi atau Dinos teknis terkciit. · 

(4) Standar barang, standar kebutuhon don ~tandar horgo sebagaimcina 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkon oleh Peng~lola Sarong. 

Posa! 14 -
I • 

( l) Penggunal barong menghimpun usulan rencana kebutuhon barang don 
rencana kebutuhan pemeliharaan bara11g yo'ng diajukon oleh Kuasa 
Pengguna! Barang di lingkungan SKPD yang dipimpinya . · 

I • . • 
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(2) Pengguna Sar'ang menyampaikan usulan rencano kebutuhon borong don 
rencono kebutuhon pemeliharaan borong sebagoimona dimoksud pado 

• ayot ( l) kepado Pengelola Sarong melalui Koordinotor Pengeloloon Sarong. 

(3) Pengelolo Sarong bersomo Pehgguno Sarong membohos usulon Rencona 
Kebutuhan Sarong don Rencana Kebutuhon Pemeliharoan · Sarong 
sebogoimono dimaksud pada oyot . (2) dengan memperhatikan · data 
barong poda Pengguna Sarong don / atou Pengelolo · Sarong · untuk 
ditetopkan sebagdi Rencano Kebutuhon Sarong don Rencana Kebutuhon 
Pemeliharaon Sarong Milik Doerah sebagoi bahan penyusunon APBD. 

Posa! 15 

( l) Setelah APSD ditetopkon, Pengguno · · Sarong menyampaikan Daftar 
K~butuhon Sarong Daerah (DKSD) don Doftar Kebutuhon Pemeliharaon 
Sarong Doerah (DKPSD) pad9 mosing-masinGL SKF>p kepada Pengelola 
Sarong melolui Koordinotor PE;!ngelolaah Borong . 

(2) . Koordtllator PE:lngelolaan Sarong me_neliti DKBD dan_DKPBD sebagoimona 
dimoksud pado . oyot . ( l) . s:ebogqi bohon . penyusunan Daftor Kebutuhon 
Sarong Doerqh (DKBD) don Doftar Kebutuhon Pemeliharaoon Sarong 
Daerah (DKPBD). . 

(3) • DKBD don DKPBD sebogoimono dimoksud poda oyot, (2) ditetapkon oleh 
Pengelolo Sarong. 

Posoi 16 

Totocar.o perenconoon kebutuhon don pengonggaron dengon berpedomon 
pada peroturan perundang-undangan yang berloku. 

BAB VII 
PENGADAAN 

Poso1 ·17 

Pengadaon barang mllik Doeroh diloksanakon berdosorkon prinsip~prinsip: 

o. efisien- berorti pengadoon • pqrong harus diusahakan . . dengon 
·menggunakan dona · don daya yang terbotas untuk mencapoi sosoron 
yang ditetopkon doiom woktu · ·sesingkot-singkotnya don dopat 
dipertonggungjdwobkqn; 

b. ·• efektif berart1 pengadaon bor~g harus sesuai dengan kebutuon yang teloh 
ditetopkon don dapot m.emberikon manfaot ·yang sebesor-besarnyo sesuai 
dengon sosa'ron yd_ng ditetopkan; · · · · 

c. terbuka don bersaing berarti pengadoon _ borong harus terbuka bagi 
p~nyedia b?rong yang · menienuhi persyordton don dilakukan melolui 
persoingon yang sehat di antoro penyedio borong yang setara don 
memenuhi syorat/kriteria terfentu berdosorkan ketentuan don prosedur 
yang jelos dcm trosparan; · · ... · 

, . 

d. transparon .berarti semua ketentuon don informasi mengenai pengadaan 
baro~g, termasuk syarat teknis odministrasi pengodaan, tqta cara evaluasi, 
hasil 

1
evaluasi, penetapon color penyedio barong, sifat terbuka pagi 

peser~a penyedia borong yc;mg berminot s'erta bqgi masyarokat luas pado . 
umu~nya; 

• I 
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·s<.riminatif berarti memberjkan perlakuan yang soma bagi 
penyedia barang · don tidak mengdroh untuk memberi 

keuntungan kepada pihak . tertentu, dengan ~ara d o n atau alasan 
apapun; 

f. akuntabel berarti harus mencopai sasaran baik fisik, keuangan maupun 
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum 'pemerintah don 
pelayanan masyarakat sesudi dengan prinsip-prinslp serta ketentuan yang 
berlaku dalam pengadaan barang. 

Pasal 18 

( 1) Pengadaan barang daeroh dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan / panitia 
Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan. . . 

.. 
(2) Tatacara pelaksanaan pengadaa·n barang daerah baik berupa barang 

bergerak ma'upun barang ·· tidak bergerak dilaksanakan sesuai de_ngan 
ketentuan peraturon perundang undangon ydng berlaku . 

PDsal 19 

( 1) Hasil pengadaan barang milik Daerah yang dilakukon o1$h SKPD wajib 
dilaporkan kepada Pengelola . Barang melalui Koordinat9r Pengeloloan 
Barang · berikut dengan dokumen kepemilikan/penguasaQn don dokumen 
lainnya yang meriguatkari kepemili~an/penguasan. bamng tersebut. 

(2) Penyerahan barang . ·oaerah ha sil · pengadqqn sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dituangkan dalam Berita Acara Sera h Terim a (BAST). 

(3) Bentuk don format Berita Acara Serah ~erma (BAST) 
dimaksud pad a ayat (2), ditetap an oleh Bupa i. 

Pasal20 

sebagaimana 

(1) s·erdasarlan laporan hasil pengodaon $ebagaimana dlmaksuctdalam Pasal 
19 Pengelola Barang dengan- dibontu Koordinotor Pengelolaan Barang 
membuat re.kapitulosi barang ·rnilik Oaerah dori hasil pengadaan SKPD. 

(2) Rekapitulasi barang milik Oaerah sebogoimana dimqksud pada ayat ( 1) 
s~bagai bahan . penyusunan Oaftar · Hasil Pengad.aan (DHP) .· barang mjlik 

· Oaerah. 

Pasal .21 

( l) Selain Penerimoa~ Barang yang berasal dari pengadaan yang dilaksanakan 
SKPD, Pemerinta~ Daerah dapat menerim.a barang yang be.rasal dari : 

a. peme·nuhan . kewajiqan · .. Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah · 
berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan wajib 
dilaksanakan kepada Bupati. 

b. penerimaan Bardng dari Pihak Ketiga berupa sumbangan, hibah, wakaf, 
don penyerahon dari masyarakat atau pemerintah diserahkan kepada 

I . - ' • • 

- Bupati. ; 
- I • 

i -
I \ 



~-
0 ·__,,.___, '""' n Barong mencotot, memantou, don oktif 

ewojibon Pihok Ketigo sebogoimono dimoksud 

.:.:8 r· p·hak Ke tiga sebagaimano dimaksiJd podo oyot ( l) don 
oyar (2), di tuangkan dalam .Berita Acara Serah ·Terima (BAST) don disertai 
dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah. · 

(4) Hasij penerimaon sebagaimana dimaksud pado ayat (l) .dic_atat dalam 
daftar inventaris barang milik daerdh . . 

· QAB VIII . " 
PENGGUNAAN 

Pasal22 

( l) Status penggunaan barang milik doerah ditetap_kan oleh Bupati. 

(2) Penetapan status penggunaan barang mili,k dcierah sebagaimana .· 
dimaksud pada ·ayat ( l) dengah tatacard sebagai berikut : 

a. Pengguna Barang meloporkan barang milik daerah yang diterimanya 
kepada Pengelola Barang disertqi dengan usu I pengg1,ma~; 

b : Pengelola Barong rneneliti laporan · tersebut don · mengajukan usul 
penggunaan dimaksud kepada Bupati · untuk ditetapkan status 
penggUnaannya. · 

· Pasal 23 

( l) Barang milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk 
penyelenggaraan tugas pokok don fungsi SKPD, guna dioperasikan oleh 
PihaK . Lain dalam rang ka m enja lankan pelayanan ,um um sesuai dengan 
tugas pokok don fungsi SKPD yang bersangkutan . 

(2) Pengoperasian barang milik Daerah sebagdimana dimoksud pad a ayat ( l) 
dilaksanakan berdasdrkan perjanjiqn aritara Kepala SKPD Qan Pihak yG:1hg 
roengoperasikan barang milik D6erah pdda SKPD yang .bersangkutan. 

r . (3) Status penggunaan barong milik Daerah sebagaimona dimaksLJd pada_ 
. ayot { l) ditetapkdn oleh Bupati atas usul kepala SK~D, 

(4) Tatocaro pengoperasian bar.ang milik Daerah sebogaimona dimaksud 
pado ayat (2) dia~ur dengan ·PeroturanJ3u_patl-

, . Pasal 24 

( l) Penetapon status penggunaan tanah don atau bangunan dilakukan 
den_gan ketentuan .· bahwci tanah don atou bangunon terse but diperlukon 
untuk kepentingon penyelenggaraon tu gos . pokok don fungsi . pengguno 
barong don otau kuoso pengmmo barang yang bersangkutan. · 

(2) Pengguna. barang don afau kuoso. pehgguna pqrqrig wajib menyerahkan 
ta.nah don ·atau bangunan yang tidak digunakon sebagaimana dimdksud 
padd ayat ( l) k~pada Bupati melalui Pengelola ~~ran_g. 
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Pasal25 

( 1) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah d on atau bangunan 
va,ng .harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak 
digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok don fungsi instansi yang 
bers~mgkutan. · 

(2) Dalam menetapka,:1 penyerahon sebqgaimana dimaksud · pad a ayat ( l) 
pengelolp barang memperhatikan hol-hal sebagqi berikut: . 

a. standar k$butuhan tandh don atau bangunari unfuk rneny~lenggarokan 
don menunjang tugas pokok don fu-ngsi instansi yang bersangkutan; 

b. hasil audit atas penggunaan Jonah don atau bangurian. 

(3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah don- atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) rneliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok 
don fungsi instansi pemerintah lainnya; 

b. dimanfaatkan dalam rangka optimalisosi barang milik daerah; 

c. dipindahtangankan. 

Pasal26 

( 1) Pengguna barang yang tidak menyerdhkan tanah don a tau bangunan 
yang tidak digunakan untuk menyelenggqrakan. tugqs pokok don fungsi -
instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan 
qana peme Vi haraan tanah do~ atau bangunan qimaksLJd. . · 

(2) Tanah don atau bangunan yang tidak digLmakan sesuoi dengan Pasal 26 
c:G;at ( l .) dicabut status penggunaannya. · 

BAB IX 
PEMANFAATAN 

Bagian Pertama 
Kriteria ·.Pemonfo'atan · · 

Pasal 27 

( 1) Pemanfaatan · barang daerah berupa tanah don atau bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) dilaksanakan oleh · 
pengelola barding setelah mend6pot persetujuan Bupati. 

I 

(2) Pernanfdatan barang milik qaerah berupa tanah don atau~bangunan yang 
diperlukcm untuk menunjang kepentingan penyelenggaraari tugas pokok 
don fungsi penggund barang / kuasa pengguna barang dilakukan oleh 
pengguna barang dengan persetujuan pengelolo . Barang. 

I ! 

(3) Pemanfoatan barang milik .. daeraG selain · tanah · don atau bangunan 
· d.ilaksa~10kan oleh pengguno · bo~ang dengan persetujuan pengelolo 

barang:· 
I 

. i 
, .. 
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(4) _ Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan 
teknis dengan memperhatikan k'epentingan daerah don kepentingan 
umum. 

Bagian Kedua ·. 
Bentuk Pemanfaatan 

.Pasal 28 

Bentuk-bentuk pemanfaatan bamng milik daerah berupa _: 

a . sewa; 

b . pinjam pakai ; 

c. kerja sama pemanfaatan; don 

·d. bangun guna serah doh bdngun.serah guna. ·. 

Bagian Ketiga · 
Sewa 

Posa! 29 · 
' ' . . . 

( l) ·Penyewaan .barang milik daerah dilaksanakdn dalam bentuk ; 

a. Penyewaan barang milik daerah otas tanah don / atau bangu_nan yang 
sudah diserahkan oleh pengguna barang kepado BLJpati; . 

b, Penyewaan atas sebagia n tanah don atau bangunan yang masih 
digunakan oleh pengguna barang sebagaimona dimaksud dal9m Pasal 
27 ayat (2); 

c. Penyewaah barang milik daerah selain· tonah don/ atau bangunan. 

(2) Pe'nyewaan atas bdrang milik daerah sebagaimand dimaksud pada ayat 
( l) huruf a. dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

C · (3) Penyewaan atos barang milik daerah sebagoimano . dimaksud pada ayot 
( l) huruf b don c dilaksanakan oleh pengguno barqng setelah mendapot 
persetujuan da'ri pengeloia barqng. 

. . Posol 30 ·· 

( l) Barang milik. daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang ·, 
mengunt_ungkah daerah. 

(2) Jangka waktu penyewoOn barang milik daerah paling lama limo tahun don 
dapat diperpanjang. . . 

· (3) Penetapan formula besoran tarif sewa ditefopkan berdasarkan Peraturan 
Daerah. · 

I 

I 

(4) Perwew~an dilaksonakan berc;Jasarkan surat perjanjian sewa menye~a, 
yang se~urang-kurangnya memuat : 

I 
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a . pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 

b. jenis, .luas , atau jumlah barang, besaran sewa, don jangka waktunya; 

c . tanggungjawab penyewa atas biaya . operasional don pemeliharaan 
selama jangka waktu penyewaan; 

' 
d. persyaratan lain yang dionggap perlu. 

(5) H'tlsil penyewaan merupakan penerimaan daerah · clan seluruhnya 'wajib 
disetorkan ke rekening Kos Umum Paerah. 

Bag.ion Keempat 
Pirijam Pakai 

Posa! 31 

( l) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakon antaro pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah·. 

(2) Jangka waktu pinjarn pakai barang milik daerah paling lama d\Ja -tahun don 
dapat diperpanjanQ lagi. . 

(3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang ~ 
kurangnya memuat : 

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b.. • jenis, luas a tau jumlah barang yang c;lipinJamkan, don jangka waktu 
peminjaman; 

c. tanggungjawab peminjam atas bioya operasionol don pemeliharaan · 
selama jangka wdktu peminjoman; 

cl. persyaratan lain yang.·dianggap perlu. 

I 

. Bagion Kelima . 
Kerjasama Pemanfdatan 

Pasal32 

Kerjasama Pemanfdatan barang milik daerah dengan pih_ak lain dilaksanakan 
dala.m rangka: ' · 

-a. mengoptimalkon dayo guna don hasil guna barang mllik daerah; 
. I . . . . 

b. meningkatk~n p~nerim.aan PE:ndapaton daerah. 
' ' 

-Posa! 33 

( l) Kerjasama pemanfaatan barong milik daerah dildksanokan dengan bentuk 

a. kerjasil ma pemanfaatan borang milik daerah atas 
bang nan yang sudah diserahkan oleh pengguna 
Bupat ; 

tanah dan/atau 
barang kepoda 
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b. kerjosama· pemanfaatan atas sebagian tanoh don/ atau bangunan 
yang masih digunakan oleh pengguna barang; 

c ... kerjasama pemanfaatan atas barong milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan. 

. . 

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah s.ebogaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) . huruf o dilaksanakan oleh pengelola barag setelah 
mendapat persetujuan Bupati . · · 

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milfk daeroh sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) huruf _b don c, dilaksanakan ol_eh penguna barang setelah 
mendapat persetujuan pengelola barang: · · 

Pasal34 

(.1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik dt:Jerah dilaksanakan dengan 
ketentuaci sebagai berikut: 

a. tidak tersedia, atau tidak cukup tersedia dona dalam Anggaran 
Pedapatan dan ~elanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional 
/pemeliharaan/perbqikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah 

_dimaksud ; · · · 

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender · dengan 
mengikutsertakan sekurang-kurangnya limo peseda/peminat, kecuali 
untuk borang milik daerah ydng bersifat khusus dapat dilakukan 
penunjukan langsung ; 

c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi · tetap ke 
rekening kas umum daerah setiap tahun sela m a ja ng ka waktu 
pengoperasian yang telah ditetapkan don pembagian keuntungar hasil 
kerjasama pemanfaatan; 

d,. besaran pembayoran kontribusi tetap don pembagian keuntungan hasil 
kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari ,hasil pmhitungan tim yang 
dibent.uk olE3h pejabat yang perwenang / Bupatl; 

,.. · 

e. besaran pemb_ayarari kontribusi tetap don pembagian keuntungan hasil 
kerjasama pem:anfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang; 

f. selama jangkd waktu pengoperasian, mitra kerjasdma pemanfaatan 
• dilarang .menjdminkari atau menggadaikan barang milik daerah yang 

menjadi obyek jkerjasama pemanfaatan; · 
I . . . . . . 

g. jangka waktu k'.erjasamo pe~anfataan paling lama 1iga puluh tahun sejak 
perjanjian dita0datongani don dapat diperpanJang. · 

(2) Semua bioya berkE:rnaon dengan -persiapan don pe.laksanaon kerjasama 
pemanfataan tidak dapdt dibebankan pad a · Anggaran Pendapatan don 
Belanja Daerah. · 

'· 

f 

I 
• ! 



Bagian Keenam 
Bangun Guna Serah dan Bangun Sero.h Guna . 

Pasa135 

( 1) Bangun guna serah don bangun serah guna barang milik daerah do pat 
dilaksanakan dengan -persyaratan sebagai berikut ·: 

a. pengguna barang memerlukan bangunon clan . fasilitas· bagi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan 
umum dalam rangka periyelenggaraan .tug.as pokok don fungsinya;· don · 

b. tiG!ak tersedia dona dalam Anggaran Pendapatan don Beianja Daerah 
untuk penyediaan bangunan don fasilitas dimak_sud. 

(2) Bangun _guna serah don · bangun serah . guna --barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dila\(sanakan oleh pengelola barang 
setelah mendapat persetujuan Bupati. · · · 

I 

(3) Tanah yang status penggunaannya qda pada ·pengguna bardng don telah 
direncanakan untuk penyelenggoraan tugas pokok don fungsi pengguna 
barang yang bersangkutan, dapat · dildkukan · bangun guna serah don 
bangun serah guna setelah terlebih dahu\u diserahkan ~:epado Bupati. . . . . 

(4) Bangun guna serah don bangun seroh guno sebagoimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola -barang dengon mengikutsertakan 
pengguna barang don/atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok 

don fungsinya. 

Paso\ 36 

Penetapan status penggunaan barang milik · daerah sebagoi hasil dori 
peloksanaan bangun guna serah don bangun seroh guna dilaksanakan oleh 
Bupat\ dalam rangka penye\enggaraan tugas pokok don fungsi sotuan kerja 

perangkot _cjoerah terkait. 

Paso\ 37 

( 1) Jangka waktu bangun guno serah clan bangun serah {Juno paling lama tiga 

puluh tahun sejak perjonjian ditandatongani. · . 
(2) Penetapan mitro bangun guna serah don mitra bangun serah guno 

dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 

limo peserta/ peminat. ' 

(3) Mitra bangun guna serah don mitra bangun · seroh guna yang telah 
ditetapkan, selama jangk_a waktu pengoperasicm harus memenuhi 

kewajiban sebOgai berikut: · 

a. Mernbayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang 
. besarannya ditetapkan berdasarkati hasil perhitungan tim yang dibentuk 

oleh iBupoti. ' 
. I , . b. Tido~ menjominkon, menggadaikan atau mernlndahtangankan objek 

bari©Un guna serah don bangun serah guna. 
I . 
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.~ . . :3 . ara o_bjek bangun guno serah don bangun. serah guna. 

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barcmg milik daerah hasil 
bangun gunci serah don bangun serah guna harus dapat digunakan 
langsung untuk penyele17ggaraan tugas' pokok don · fungsi pemerintah 
daerah. · 

(5) Bangun guna serah don bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan 
surat perjanjian yang sek½Jrang-kurongnya memuot: 

~- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. Objek bangun guna serah don bangun seroh guna; · 

c. Jangka waktu bangun guna serah don bangun seroh guno.:. 
I 

d. Hok don kewajiban para pih_ak yang terikat dalam perjanjian; don 

e. Persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(6) lzin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah don bangun serah guna 
harus diatas hamakan Pemerintah Doerah. 

(7) Semua biaya berkenaah dengan persiopan don· pelaksdnoan bangun guna 
serah don bangun serah guna tidak dapat dibebahkan pada Anggaran 
Pendapatan don Belanja Daerah. 

Pasol38 

( l) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus mehyerahkan obyek 
bangun guna ·serah kepada bupati pada akhir jangka waktu 
pengoperasian, seteloh dilakvkan audit oleh aparat pengawason fungsional 
pemerintah. · · ' · · 

(2) Bangun serah, guna barang r:niik daerah dilaksanakan dE!hgan ketentuan 
sebagai berikut : 

a. mitra bangun serah guna harus menyerohkan obyek bangun serah guna 
ke.pada Bupati segera setelan SE?lesainya p<;3mbangunan; 

. . . . . . 

b. mitra bangun sera_h guna dapat mendayaglJnakan barang milik daerah 
tersebut sesuai jangko waktu yang diteta.pkan dalam surat perjanjian; 

c. setelah _ja
1
ngka waktu pendayagunaan berakhir, obyek bangun serah 

guna terl;ebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional 
pe~erintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati-. 

Pasal 39 

Ketentuar;-i lebih lanjut mengenai tata cara pelaksonaon sewa, p1nJam P,akai, 
kerjasamc;:i pemanfaatan, bdngun guna serqh don bangun seroh guna barang 

· milik dae~ah diatur 'dengan Peraturan Bupati. -· · . I . . - . 
I 

I 
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· BAB X 
PENGAMANANDAN PEMELIHARAAN . 

Bagidn Pertama 
Pengamanan 

. . Pasal 40 
( 1) Pengelola barang, Koordinator pengelolaan barang, pengguna barang 

· dan/atau kuasa pengguna bamng wajib melqkukqn pengamanan· barang 
. milik daerah yang berada ddlam penguasaannya. · · 

. ' . . 

' ' , 

(2) Pengamanan barang milik daerah sebqgaimana dimaksLJd pod a ayat ( 1) 
meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fr;ik don pengomanan 
hukum. 

Pasol41 

( 1) Borang milik daerah berupa tanah horus disertlflkatkan atos nama 
Pemerintah Daerah. 

(2) · Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkopi .. dengon bukti 
kepemilikon otas homo Pemerintah Daeroh; 

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/ata\J bang\Jnqn harus dilengkapi 
dengan bukti kepemilikan atos namq Pemerintah Daeroh. · 

(4) Pengomanan hukum bdrong milik doerah. dilqkukan dengan upaya hukum 
opabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pido'na. 

Posa! 42 · 

-Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah don ditetapkan dengan Keput\_Jsan Bup6ti berdasarkan peratlJran 
perundang~undar19an. 

Pasal43 

-
( 1) Bukti kepemili~ian barang milik da'erah wajib disimpon dengan tertib don 

aman. 

(2) Penyimpana'l bukti kepernilikan borang milik . daeroh· dilakukan oleh 
pengelol_a ba'.rong . · 

aa~iankedua 
· Perneliharqqn 

Pasal44 

( l) Perigguna barqng dan/atau kuaso pengguna barang bertar:iggungjawab 
atas I pemeliharaan barang milik· daeroh yang berada di bawah · 

I . 

peng/u_asaannya. . . . . . .· . 
(2) Pemfl1haraan . sebagrnm_ana dtm_aksud padci ayat ( 1) berpedoman_ pad a 

Daftcpr Kebutuhan Pemellharaan Barang (DKPS). 
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,e e iharaan barang . milik daerah dibebankan pada Anggaran 
~ .... mn don Belanja Daerah. 

,..cror pengelolaan barang da~rah . wajib melakukan koordinasi atas 
aroan barang daerah yang dilakukan oleh SKPD. 

Pasal 45 

so pengguna barang wajib rnembuat daftar hasil pemeliharaan barang 
g berada dalam kewenangonnyo don meloporkon/menyampaikan 

-...CJ;Tor hosil pemelihoraon barong . terseb.ut kepodct pengguna bdrang 
- secaro berkolo. 

r; Pengguna barong atou pejobot yang · ditunjuk. meneliti laporan 
sebagaimana dimaksud ' pad a ayat" · ( l) don . menyusun daftqr hosil 
pemeliharaan borong yang dilokukon dolom satu tahun onggaran sebogai 
bohan untuk melokukon evoluosi mengenoi efisiensi pemelihtlroon borong 
doerah. 

Posol46 

( l) Peloksonoon pemeliharaon borong milik doerah sebogoimono dimaksud 
Paso! 44 dilokukon · oleh kepolo SKPD berdosarkon Dokumen Anggarar\ 
Sotucin 'kerjo SKPD. · 

(2) Peloksanocin pemelihoroon borong seb9goimano dimaksud oyot ( 1) Paso I 
ini berpedomon pado Doftor Kebutuhan Perneliharoon Barong Doeroh 
(DKPBD) . 

Pasal47 

( l) Ke polo SKPD bertonggungjowob untuk rnembuo.t daftar hosil pemelihorodn 
borang dolom lingkungon wewenangnyo . don, wojib rneloporkon / 
-menyampaik~n doftor · hosil pem~liharoon borang tersebut kepoda 
Pengelola Barang melalui Koordinator Pegeloloon t?cirong. 

(2) ·Koodinator Pengeloloon borang . meneliti don rnenyusuh doftar hasil 
,,,.- pemeliharaan barong yang dilakukon dolom 1 (satU) tohun anggoron 

se9ogai lampirah perhitungan qnggaran tohun yc:mg bersangkuton. 

Paso! 48 

Toto cora peloksanbon pemelihoraon barang daeroh diotur lebih lanjut dengon 
Peraturan Bupati. · 

1 ' 
BAB XI 

PENILAIAN 

· Posol 49 

· Penilaian B0rang Milik Daeroh dilakukan dalom rangko penyusunan neraca 
pemerintcih ; doerdh, pemanfaatan, don pemindahtcmganon Bqrang Milik 
Daerah. 

. ... 
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Pasal50 

Penetapan nilai Sarong Milik Daercih dalam rangka penyusunan neraca daerah 
dilakukan dengan berpedoman pada Stand or Akuntansi PemerintaH"an (SAP) . 

Pasol51 

( l) Penilaian Sarong Milik Daerah berupa tan ah dan/otau bangunan dalam 
rangka pemanfaatan a tau · pemindahtanganan dil9kukan oleh tim yang 
ditek1pkan oleh Supati, don dapat melibatkon penilai independen _yang 
ditetapkan oleh Supati . 

(2) Penilaian Barang Milik Doerah sebagaimana dimakswd pad a ayat ( 1) 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, · dengan estimasi · ter~ndah 
menggunak<;:m NJOP. 

t • . . 

(3) Has\! penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dim.aksud pada ayat ( l) 
. d~tetapkan oleh Bupati . · 

pasal52 

( l) Penilaian barang milik daerah selain tandh dan/atciu bangunan dalam 
rangka pemanfaatan atau pemindohtbnganan dilaktJkqn • a.ten t1m yang 
ditetapkan · oleh pengelola · barang, . ·.don dapot melibatkan penilai 
inderipenden yang ditetapkan pengelola barang. · 

(2) Penilaian . barang milik daerah seba gaimana dimaksud .· pad a ayat ( 1) 
dilaksanakan untuk m endapatkan nilai wajar. 

(3) Hasil penilaian ·barang mHik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) 
ditetapkan oleh pengelola barang. 

• I 

BAB XII 
PENGHAPUSAN 

Posa! 53 
. ., . 

( l) f'enghapusan Barang Milik Drnirah mellputi ; 
~ . - . 

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dcm/o.tau kuosa pengguna. 

b. Penghapusan dari Daftar Sarong Milik Dqerah1 

(2) Penghapusan sbbagaimana · dimaksud p~da • qyat · ( l) · huruf a dilakukan 
dalam hal bar~ng milik Daerah sudcih tidak berada dalam penguasaan 
Pengguna Bararg dan/atau KL)OSO Penguna Barang. 

(3) Pengguna Barc;:mg mengajukan permohonan persetujuan penghapusan 
barang sebagaimdna dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Supati 
melalui Pengelola Bararig dengan menyampaikan data don keterangan 
atas ba~ang yang akan .dihapus. 

' 
(4) · Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

penerbitan Surat Keputusan Pengguna Barqng tentang Penghapusan 
Barar,g I Milik Daeroh dari Daftar Barang Penggu_na seteloh mendapat 
persetuj'uan Bupati atas usul Pehgelola Barong. · 

. (5) Pelaksar aari penghapusan sebagaimqna · · dimoksud pada ayat (4) 
selanjur ya dilaporkan Kepd~ pengelola BaranQ . . .. . . . 

- ! -
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- ·Pasal 54 

( 1) Penghapuson barang milik Daerah dari Dattor Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 1) huruf b dilakukan dalam 
hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemi'likannya, terjadi 
pemusnahan atau kareno sebab-sebao lain. · 

(2) Pengelola Barang mengdjukan permohon:on persetujuan penghapusan 
barang sebagaimana dimaksud poda.·ayat ( 1) s~cara tertulis kepada Bupati 
dengan menyampaikan data don keterongan atos barang yang akan 
dihapus. -- · · 

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakLJkan dengan 
penerbitan Keputusan Pengelola Barang tentang Pen~1hapusan Barong Milik 
Daerah dari Daftar Barang Milik Dberah setelah mendapat persetujuan 
Bupati. -

Pasal55 

( 1 )' Penghapusan barang milik qaerah dengan tindak lcinjut perriusnahan 
- J - ' 

dilakukan apabila barang milik daeroh d\maksud: 
- . 

□. tidak dapat digunOkan, tidak dapcit · dimanfadtkan don tidak dapat 
· dipindahtongankan;atau · · 

b. alasan . lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan 
yang berlaku. 

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pdda dyat ( 1) dilaksanakan oleh 
pengguna barang dengan surat Keputusa(l dori pen£;Jelcila barang setelah 
mendapat persetuJuan Bupati. 

(3) Pelaksanaan pemusnaha n sebagaimana dimakswd ayat (2) ditudngkan 
dda m berita dcara don d ilaporka_n kepada pengelolo bar~ng. 

(4) Tatacara Pelaksanaan pemusnohan barang milik daerah diatur lebih lanjut 
dengati Peraturan Bupati. 

BAB XIII 
PEMINDAHTANGANAN 

Bagian Pertama 
Bentuk-Bentuk dan Per!i~tujuan 

Posal56 

Bentuk-bentuk Pfmindahtanganan sebagOi _tindaklanjut _ atas penghapusan 
barang milik daerah meliputi : _ 

a. penjualan; 

b. tukar menukar; 

c. hibah;1dan -
i 

d. peny+aan modal perTierinlah dqerah. 

j . 

I 
l '-
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·, . 

Posol57 

( 1) . Permindahtan~anan barang milik daerah sebagaimona . dimoksud dolom 
Pasal 56 untuk : 

a. tanah dan/atau bangunan; 

b. selain tonah dan/atau bangunan ,yang bernilai lebih dari 
Rp.5.000.000.000,00 {limo miliar rupiah); 

dilakukan setelah mendapat persetujuon DPRD. 

(2) Pemindahtanganan barang . millk daerah berupa tanah dan/atau 
bangunai1 sebagaimona dimaksud pada ayat ( l) huruf o tida~ memerlukan 
persetujuan DPRD, apabila : · 

a. sudah tidak sesGai dengan tata ruang wilayah atau· penataan kota; 

b .• harus dihapuskan karena anggaran UC)tuk ba.ngunan pengganti .sudah 
disediakan dalam dokume·n penganggoran; · . 

c. diperuntukan bagi pegawai negeri; 

d. diperuntukan bagi kepentingan umum. 

(3) Usul untuk memperoleh . persetujuan OPRD seoogaimon_a dimaksud . dalam 

ayot_ ( l) diajukan oleh BupatL . 

. (4) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah don / atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan o\eh penge\ola 
barang setelah mendapat persetujuan Bupati. · 

Paso\ 58 . 

( l) Pemindahta0ganan barang milik dderah selain ton ah dan/atau bangunan 
yang bernilai _spmpai dengan . Rp.5.000.000.000,00 (limo miliar rupiah) 
dilakukan oleh pengelola borqng setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Barang milik Oaerah selain tanoh dan/atal) bangunan ~et>agaimana 
dimaksud pod a ayot ( l) antara lain berupa : . 

a . kendaraan dinas; 

b. peralatan kqntor don rumah tangga, seperti mebelair, mes1n ketik, . 

komputer, dar _lain-lain; 

c. mesin-mesin don perdlatan lainnya. 

I 

aagian Kedua 
Penjualan 

Pasal 59 
- i 

! 

( l) Penjualdn barang milik daerah dapat berupa ; 
I . 

. I . , . . . . 
a. Tanahldon atau bangUnan milik doerah. 



, . 

28 

b. Barang ~ilik daerah seloih tanah don atau bdnguncm . 

(2) Penjualan baran'g milik doerah dilaksanakan dengan pertimbangan : 

o. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih; 

b. secara ekonornis lebih menguntungkc:m bagi daerah apabila dijual; 

c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang..,undangan yang berlaku. 
- - . . ' . . 

. I . ' 

(3) Penjualan barang rpilik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal~ 
hal tertentu. · 

(4) Pelaksanaan lelang penjuqlan Barang Milik~ Da~rah sebogaimana c:iimaksud 
pada ayat (3) berkoordindsi dengOn KantorJelang N@~Jara, 

. . 

(5) _Pengecualian sebagaimana dimaksud pada oyof (3) meliputi: 

a. barang milik daerah yang bersifat khusus; .. 
b. barang milik doerah lainnya yang ditetopkat1 lebih lanjut oleh pengelola 

barang .. · .. -

Pasal 60 

( l) Penjualan sebagoimana dimaksud dolam Pdsal 59 ayat n) fJuruf b dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola 
barang; 

b. pengelola barang meneliti clan merigka]i usu! . penjualan yang diajukan 
oleh pengguna barang sesuai dengqn kewenangannya; 

c. pengelola barang mengeluorkan keputusan untuk menyetujui atau tidak • 
menyetujui usu Ian. penjualan yang diajukan pleh .. ·pengguna barang 

. dalam batas kewenc;mgannya; 

d. untuk.. penj1Jalt;m _ yang me.merlwkan persetujuan . Bupati atau DPRD; 
pengelola borang mengajukon . usu I penjualdn · disertai dengan 
pertimbongan iotas usulan dimaksud. .. 

(2) Penerbitan persetujuan peloksanaan . oleh pengelcila barang untuk 
P.enjualan sebagp_ i.mana .. · · ... dim?ksud pqqci ayot ( l) h.uruf d dilakukon seteloh 
mendopot persefuJuan Bupot1 otou DPRD. _ · . 

(3) Hasil penjualon barang milik doerah wajib disetor ~eluruhnya ke rekening kas 
umum daerah sebqgai penerimaan daerah. 

Pdsal 61 

(l) Kendaraa[' .. dinas ya. ng. d .. . OP. at dijual ayat 2 hur f a terdiri : · . 

a. Kendar , an Perorangan Dinos; 
• I . . . 

b. Kendqrt an Operasional Dinos. 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
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~ Kend~r_aan: Operasional Dinos sebagaimana dima~~ud pad a ayat ( 1 ]. 
b terd1r1 don : , · 

a. l(endoraon Operosionol Dinos Perkontoron; 

b. Kendoroon Operosional Dinos Khusus. 

Posa! 62 

( l ] Kendoroon Dinos sebagoimano dimoks·ud dalam Pasal 6 r dapat dijual 
opabilo kendaraan dinos tersebut karena rusak dan / atau tidak efisien lagi 
bagi pelaksanaan tugas Dinos. · · · 

(2) Penjuolon kendoroon sebcigoimona dimoksud poda Oyot ( l~ tidok boleh 
men.ggonggu keloncoron peloksanoon tugos dinds di doeroh. 

Posa! 63 

. ( l) Peloksan-oon penjuolon kendaraon dinas ~ebagoimono dimoksud do lam 
Posa! 61 dcin Paso! 62 ditetopkon dengon Peroturon Bl.Jpati. 

(2) seiuruh hosil penJualon kendoraan dinossebogojmana dimak·sud podo ayot 
fl) disetor ke kos. umum daeroh, . 

(3) Penghopuson dori daftor inventoris borong milik _ doerah otos kendoroon 
dinos yang teloh dijuol ditetapkan dengon Keputus,on bupati seteloh horgo 
juol kendoroon dinos dilunosi. 

(4) Pelunosan horgo penjuolan kendoroon dinos yang dijuol selombot­
lombotnyo tigo bulan seteloh tonggol penjuolon. 

Pcisal 64 

( l) Sela mo horgo penjuolon kendora_on din as belum dilunosi kendoroon di nos 
tersebut tetap mosih menjodi milik pemerintoh kobupaten don tido_k boleh 
dipindohtongonkon kepada pjhak lain. 

(2) Selame3. kendoraan . tersebut belum · dilunasi doh mas\h dipergunakan 
kepentingan dinas, · biayd perbaikan don pemelihciraan ditonggung oleh 
Pembeli. · 

(3) ~agi pembeli Y,ong tidak dapat m·ell)nasi harga kendaraan sesuai dengan 
.waktu yang telah ditehtukan -dinyatakan batal don dicabut haknya untuk 
membeli kendoraan dinas dimaksud don selonjutnya . kendaroan tetop 
menjadi milik Psmerintah Daeroh. 

Posa! 65 

Penjualan rumah milik daeroh ditetopkon oleh Bupati dengon berpedomon . 
pado Peroturan Perundang undangan yang berlqku. 

I 

I 

I 

- I 
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Bagian Ketiga_ 
Tukar Menukar 

Pasal 66 

( l) _ Tukor menukor borang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbongar.i : 

a. untuk memenuhi kebutuhan operasiqnal penyelenggaraan 
pemerintahan; 

b. untuk optimalisasi barang milik daerah; don 

c. tidak tersedia dona dalam Anggaran Pendapatan don Betonja Daerah. 
. . 

(2) Tukor menukqr bordng milik doerah dapat dilokukan dengan pihak: 

a. pemerintah pusat; · 

b. 'badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainny.a; 

c. swasta. 

.. Pasal 67 

l) Tukor menukar barang milik daerah dapat berupa : 

a. tanah dan/atau bangunan milik Daerah yang telah diserahkan kepada 
• Bupati; 

b. tanah dan/atou _ bangunan _ yang masih dipergunakon untuk 
penyelenggaraan tugas pokok don fungsi pengguna barang tetapi tidak · 
sesuai dengan tata ruang wilayah atqu penataan kota; 

c. ~orang milik daerah seloin tanah don/atau bangt,mo,n. 

(2) Penetapan borang milik daerah berwpa tanoh don/ atau bangunqri yang 
akan dipertukorkan sebagaimana dimaksud pada oyat ( l) huruf a dilakukan 
oleb Bupati sesuai batas kewenangannya .. . 

(3) Tukor menukor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan 
oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

.. } I ' • 

(4) Tukor menukar sebagaimana dimaksud pada ayot ( l) huruf c dilaksanakan 
oleh pengg·una! barang setelah mendapat persetujuan pengelola borang. _ -

I . . 

Pasal 68 
. . 

( l) Tukor menukor barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 
ayat ( l) h·uruf a · don b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pengelora barang mengajukan usul ·tukar menukar tanah dan/atau 
bangwnan · , kepada _ Bupati disertoi alasan/pertirobangan don 
kelen~kapan data; 

b. Bupatlki. menelitl don mehgkaji alasan/pertimbangan perlunya tukor 
menu or tanah dan/otau bangunan dari 9spek tE;knis, ekonomis qan 
yuridi~; 
. I 

I 
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c. apabila ~emenuhi syarat sesuai peraturan y,ang betlaku, Bupati dapat 
mempert,mbangkan untuk menyetujui don menetapkon tanQh dan/atau 
bangunan yang' akan dipertukarkan; · 

d. t.ukar menukar tanoh dan/atau bangunan dilaksanakan rnelalui proses 
persetujuan dengan berpedornon pada ketentuan pada Paso! 57 ayot 

·· (l)danayat(4); · · 

e . pengelola barang meloksanakan tukar m~nukar d_engan berpedoman 
pada persetujuan Bupati; 

f . pelaksanaan seroh terinio barang yang dilepas don · barang pengganti 
harus dituangkan dalam berita acora serah terima barang. · 

(2) Tukar menukar barahg milik daerah sebcigaimana dimaksud dalam Pasal 67 
ayat i l) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai. berikut : 

a. pengguna barang · mengajukan usulan kepada . pengelola barong 
diserta~ alasan / pertimbangan kelengkapan data, clan hasil per\gkajian 
tim inter-n instansi pengg·una barang; . 

b. pengelola . barcmg meneliti don mengkaji alosan/pedimba!"lgan terse but 
dari aspek teknis, ekonornis don yuridis; 

< 

c.· apabila ·memenuhi syarat . sesuai · peraturan yang bEfflqku, · pengelola 
. bardng dapat mempertimbangkon untuk · menyetujui sesuai · botas 

kewenangannya; · · 

d. pengguna borang melaksanakan tukar menukar dengqn berpedoman 
pada persetujuan pengelola borang; 

e. pelaksanakan serah terirna barang yahg dilepas don barong pengganti 
harus dituangkan dalam berita acara serah terima _barang. · 

Bagion Keempat 
Hibah .· 

Pasal 69 

( l) Hibah bar9ng I milik · daeroh dilakukan · d~hgan . pertimbongan untuk 
kepentingan sqsial, keagamacin, kemanusiaah, don p6-11yelenggaraan 
pemerinfahan daerah. 

· (2) Fiibah sebagai/mana . dimaksud pada ayat ( l), harus memenuhi syarat 
s~bagai berikut: 

a. bukan merupakan barang rahasia Negara/Daerah; 

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hid up orang banyak; 

c. tidak digunakan logi dolam penyelenggaraan. tugas .pokok don fungsi 
don/ penyelenggaraan pemerintahan daerah. · · 

l .· . Pasal 70 

( l) Hi~-ah orang daerah dapat berupa : 
I . 
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a. tanah . dan/atau bangunan milik daerah yang telc1h diserahkan kepoda 
8upati; 

. . . 

b. tan ah dan/atau bangunan yang dar( awaf pengadaannya d/,encanaka n 
· untu~ dihibahkan sesuai yang - tercantum dalam dokumen 

penganggaran; 

c. barang milik ciaerah selain trn:-ioh don bangunan . 

(2) penetapan barang milik daerdh berupa tanah dan/atau bangun·an yang 
akan dihibahkan sebagaimana dimaksvd pada ayat ( l) huruf a dilakukan 
oleh Bupati sesuai botas kewenanganrwo. 

(3) Hibah s·ebagaimana dimaksud pado ayat l huruf a don b dilaks·anakan oleh 
pengelola barang setelah menddpa_t persetujuan Bupati, 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pdda ayat ( 1) hur1.J1' c dilaksanakan oleh 
pengguna barang setelah mendc:ipat persetujuan dari pengelola barong. 

Paso! 71 

( 1) Hi bah barang milik daerah sebogaimana dimaksud _dolam Posa! 70 ayat ( 1) 
huruf a don b dilaksonakon dengdn ketentuan sebagai berikut: 

· a. pengelola bamng mengajukan usu! hibah tonah dan/atau bangu-nan 
kepada. Bupati dise,rtai dengon alason/pertimbangan don kelengkapan 
d9ta; 

b. Bupati me-neliti don mengkaji berdasarkan pertimbangan don syarat 
• sebagaimana dimaksud dalam Posa! 69; · 

c. apabila memenuhi syqrat sesuoi . peraturan yang berlatu, Bupoti dapat 
mempertimbangkan untuk rn,enetapkan dan/otau menyetujui tanah 
dan/atau bangunan yang akan dihibahkah; 

d . proses persetujuan hibah dilaksanakan berpedomon pada ketentuan 
Posa! 57 ayat (1) don dyat (4); 

e . pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada 
. _persetujuan bupati; 

f. pelaksanaan. serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan 
dalam berit6 acara serah terima barang. 

(2) Hibah barang milik daerah sebagqimana dimaksud dalam Paso! 70 ayat ( l) 
huruf c 9ilaksanqkan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. pengguna _ barang mengajukan usulon · kepada pengelola barang 
disertai alqsan/pertimbangan kelengkopan data, don hdsil pengkajian 
tim imteren ihstansi pengguna barang; 

b_. pen~elola barang meneliti d_an mengkaji berdasarkan p-ertimbangan don 
syar<bt sebagaimana dimaksud Pasql 71; · 
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c . apabila memenuhi syarat sesurn peraturcin yang berlaku, pengelola 
barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujwi sesuai batas 
kewenangannya; 

d . pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pa_da 
persetujuan pengelola barang; 

ff'. pelaksanaan serah terima b·arang yong dihib9hkon harus dituangkon 
dalam berita acara serah terimo bartmg. 

· Bagian Kelima 
Penyertaan Modal Penierintah paeroh 

Pasal 72 

( 1) Penyertaan modal Pemerintah Doerah atas barang milik daeroh dilakukon 
dalam rangka pendirian, pengembangan don peningkatan kinerja badan 
usa.ha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah. 

(2) Penyertaan modal Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan dengan pertimbongan sebagai berikut : 

a. baratig milik daerah yang dari awal pengadac:mnya sesuai dokumen 
penganggrannyo diperuntukon bagi badan usaha . milik doerah otau 
badan hukum lainnya yang dimiliki doerah 9alam rangka penugasan 
pemerintah daerah; · · 

b. barang milik daerah lebih op.timal apabila dikelola oleh bddan usaha milik 
daerah atau badan hukum lainnya yang dimilki daerah baik yang sudah 

a rriauour yang akan dibentuk. 

Posa! 73 . 

( 1) ·· Penyertaan Mo_dal Pemerlntah Doerah atos barong daerah dapat berupa : 

a. tanah dan/atou bangunan milik daeroh yang teloh diserc:ihkan kepada 
Bupati; 

b .•tanah dan/qtau bangunan yang dari awal pengadaannyd direncanakan 
untuk diseqakon . sebagai . modal pemerintah· qaerah sesuai yang 
tercantum qalam dokumen penganggaran; · 

c. barang milik daerah seloin tanah ddn/atau bangunan. 

(2) Penetapan b9rang milik daerah berupa tanah dan/otau bangunan yang 
akan disertakon sebagai modal pemerintah dderah sebagaimana dimaksud 

• pada ayat ( 1) huruf a dilokukGn oleh Bupati sesuai bot as kewenangannya. 

(3) Penyertaan modal pemerintah daerqh qtas barang milik daerah 
sebag?imana dimaksud padq ayaf ( 1) · hurwf a don b dilaksonakan oleh 
Penge/ola Ba~ang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(4) Penyehaan · . modal pemerintah daerah atas barang milik daerah 
· . ·sebaQ;aimana dimaksud pad a ay~t ( 1) huruf c dilo~sanokan oleh pengguna 

baranp setelah mendapat persetuJuan pengelo!a borang. 
I . 
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Pasol 74 

• ( l) Penyertaan modal pemerintah ~ daerah atos barang .mllik daerah 
sebagai,rnana dimaksud dalam Paso! 73 ayat ( l) huruf a don b dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a . pengelola borang mengajukan usul · penyertaan modal . pemerintah 
daerah atas tanah don/atau bangunan kepado Bupati disertai dengan 

• . alasan/pertimbangan don ketengkapan data; 

b. Bupati meneliti don mengkaji berdasarkan pertimbqngan don syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72; · 

c. apabila memenuhi syarat sesuai pe~oturon yang berlaku, Bupati dapat 
mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah 
dan/atau bangunan yang akan disertakan sebaga[ modal pemerintah 
daerah; 

d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah daerdh dilaksanakon 
Qerpedoman pada ketentuan Posa! 57 ayat (l) don ayat (4); 

e. pengelola barang melaksariakan penyertaan modpl pemeriritoh daerah 
deng_an berpedoman pada persetufuan Bupati; · • 

f. pehgelola barang menyiapkan Rancangan Peraturqn • Daerah tentang 
penyerta'an modal pemerintah daerah dengan melibatkan instansi terkait; 

I • • . 

g. pengelola barang meyampqikan Rancangan Peraturan , Daerah kepada 
• DPRD untuk di tetapkan; 

. pengguna barang melakukan serah terima barong kepada badan usaha 
milik daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan 
dalam berita acara serah terima borahg setelah Perda ditetapkan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atos barong milik daerah 
sebagaimaria dimoksud dalom Posa! 73 oyat · 1 huruf c dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelolo barang 
aisertai alasah/pertimbangan kelengkapan data, don hasil pengkajian 
tim intern lnstq nsi pengguno bc;:irang; · · 

b. pengelola bamng meneliti don mengkaji berdasarkon pertirnbangan don 
syarat sebogaimc;ma dimaksud dalom Paso! 72; . 

c. apabila memenuhi syarat sesuai peratura'n yang . berlaku; . pengelola 
barang dapat rnempertimbangkon untuk menyetujui sesuai batas 

• kewenangannya; · 

d. pengczlola bdrang menyiapkan Rancangan Pera1uran . Daerah tentang 
. Penyertaan Modal Pemerintah Doerah dengan melibatkan instansi terkait; 

I 

e. pengJlola barang meyampaikan · Ra0cangap Peraturqn Daerah kepada 
DPRD untuk di tetapkan; 
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f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada bad an usaha 
milik daerah atau badan hukum . loinnya rnillk daerah yang dituangkan 
dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah 
ditetapkari. 

Paso! 75 . 

Keter1tuan lebih lanjut tentang tatocara peloksanaan penjualon, tukar menukor, 
hibah, don penyertoon modal pemerintah dqerah . atas bqrong milik qaerah 
diatur dalam Peroturon Bupoti. 

BAB X:tV 
PENATAUSAHAAN 

Bagian Pertama 
Pembukuan 

Pasal76 

( l) Kuasa pengguna barang/Pengguna Barang 
pendaftaron don pencatatan Borong Milik Daeroh 
Barong" Kuoso ·Pengguno (DBKP)/Daftar Barang 
menurut penggolongan don kodefikasi barang. 

harus · melakukan 
ke dalam Daftar 
Pengguna (DBP) 

' 

(2) Pengelola Barbng horvs melakukon · pendaftaran don pencatatdn 
Barang Milik Daeroh berupo t9noh dan/atau bangunan dglam Daftar 

·Barang Milik Doeroh (DBMD) menurut penggolongon don kodefikasi 
barang: 

(3) Penggolonga n baro ng don kodefikosi barang daerah sebagaimana 
d"r"o Su'--' pado a _r~'='-·- ~~ ~,..,r1~ ,c, .::::,.--l r<r. 

yang berlaku. 

Pasal77 

( 1) Kuasa pengguf)a barang / pengguna borang harus menyimpan dokumen 
kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 
beroda dalam:penguasaanhya. 

(2) Pengelola bdrang harus · menyimpan . dokumen kepemilikan tanah 
dan/crtau bangunan yang beroda dalam pengeloacmnya. 

Bagian Kedua 
I nventarisasi 

· Pasal 78 

( 1) Pengguna barang bertanggungjawab melakukan inventarisasi terhadap 
barang milik daerah yang beroda dalam penguqsoonnya sekurang-
kurang1nya sekali dalam iima tahun. · . , . · 

(2) Dikecu/alikan dari ke.tentuan · __ pad a ·ayat ( l). ,te:hadap ba .. rang . milik 
· daera~ yang· berupa persed1aan don kontruks1 · dala,rn pengeqaan, 
pengg1una barang melakukan lrwentarisasi setiap tahun. -

I 
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3) Pengguna · barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) don ayat (2) kepada pengelola 
barang selambat-lambatnyo tiga bulan setelah selesoinya inventarisasi . . . ' 

(4) lnventarisasi sebagaimana . dimaksud pada aya't ( 1) meliputi 
pencatatan, penilaian, - pendokumentasian don penggunaan barang 
daerah. 

Pasal 79 

Pengelola barang · melakukan inventarisasi barang milik daerah .ben..ipa tanah 
dan~atau bangunan yang berada ·dalom penguasaannya sekurang-kurangnya 
sekali dalam limo tahun. 

Posa! 80 

( 1) Koordiator pengelolaan barang sebagai Pusat lnventarisOsi Sarong 
Daerah bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inyentarisasi 
barang Daerah. 

(2) Tatacara pelaksanaan lnventarisasi barang daerah d,itetapkan dengan 
keputusan Bupati. 

Bagian Ketigd 
Pelaporan 

Pasal 81 

(1) Kuasa penggun.a barang harus menyusun Laporan Sarong Kuasa Pengguna 
Sem estera n (LS KPS) don Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahu na n (LSKPT) 
~ntuk disampaikan kepada per-igg1,mq .barang. 

(2) Pengguna barang harus menyusun Ldporan Barang Pengguna Semesteran 
(LSPS) don Lapbran Barang . Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan 
kepada pengelola barang. 

(-- , · (3) Pengelola barang · harus menyusun Laporan BaranfJ Milik. Daerah (LSMD) 
berupa tanah dan/qtau. bangunan semesteran dc=m .tahunan. 

(4) Pengelola barang . harus menghirnpun Laporan Sarong Pengguna 
Semesteran (LBPS) don Laporan Barang Peng~iuna Tahunan (LBPT) 
set:)Ogaimana dimoksud pada ayat (2) serta Laporan Sarong Milik Daerah 
(LBMD) berupd tanah dan/atau bangundn sebagc:iimana dimaksud paqa 
ayat (3). · · · 

(5) Pengerola ba'rang harus menyusun Laporan Borqng milik Doerah 
berdasdrkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4). 

Pasal82 

La;oran sd rang Miiik Daerah (LBMD) sebagaimqno dirr1aksud da!am Posa! 81 
ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk . menyusun neraca . pemerintah 
daerah . I 
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Pasal83 

( l ) Koordinator pengelolaan barang bertahggung jawab untuk menyus~n don 
menghimpun seluruh laporan mutasi barang . secara periodik don daftar 

. mutasi barang setiap tahun dari semua unit kerja/SKPD. 

(2) Koordinator pengelolaan barang sebagaimana dimaksud Gyat ( l) 
membuat Rekapitulasi Barang Daerah sebagai bahan penyusunan neraca 
pemerintah daerah. 

Pasal84 

( l) Untuk penyusunan Neroca baerah perlu dilakukan p~nilaian yang 
dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengon Keputuson Bupati don dapat 
dilakukan kerjasama dengan Lembaga Penilaian lndependen Bersertifikat 
di bidang penilaian aset don atau Penilaian Internal bersertifikat di bidang 
penilaian aset. 

(2) Terhadap kebutuhon tertentu yang berkaitan dengan Pihqk Ketiga, 
penilaian Barang Daerah ha,us dilakukan oleh Lembaga Penilaian 

· lnGependen . . 

(3) Terhadap kebutuhan tertentu selain sebagaimana dimaksud · pada ayat 
(2), YODQ sifatnya untuk kepentinga.n lnternal yang memerlukan penilaian 
terhadap Barang Daerah, . dilakukah oleh Penilai Internal don atau 
Lembaga Penilai_ lndependen. · · · 

J 

( 4) Tata cara penilaian Ba rang Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) , 
(2) don ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 

.. BAB.XV 
ft~NYIMPANAN DAN PENY ALURAN 

Bagian Pertania 
P~nyjmpanan 

Pasal 85 

( l) Semuci hasil pehgadaan barang Daerah diterima oleh pengurus barang 
· daerah, atau p~jabot/pegaw9i yang ditunjuk oleh K(3pala SKPD. · .. 

(2) Pengurus baran:g daerah· atau pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan · 
tu gas .pencatatbn barang milik daerah berkewajibah untuk melaksqnakan 
06rn\fl\s\1os\ pe,)\)e,\\d~\\a.,a.a.\\ ba.ce10,9 mmk dae1oh. 

(3) Kepala · SKPD/,Unit Kerja selaku atasan langsung perigurus .barang milik 
daerah, bertonggung jawab atas'· terlaksananya tertib · administrasi 

• perbendahqraan barang milik daerah sebagaimano dimaksud pado ayat 
(2). 

(4) Penerimban barang milik daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), 
selanjut~ya disirnpan dalam gudang / tempat penyimpanan barang. . I . 

(5) Tata dara penerimaan don . penyimpanan barang · milik daerah 
. sebogai;mana dimaksud pada oyat, (.l ), ayat (2), ayat (3), don 9yat (4), 
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• 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peroturan Bupati. 

Pcisal 86 

( l) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud do lam Pasal 
85 ayat _( 1) dilakukan setelah diperiksa oleh Pa.nltia Pemeriksa Barang 
don dituangkan dalam Serita Acara Pemerik~aan. 

(2) Berita Acara· sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dipergunakan 
sebagai salah satu syarat kelengkapan Surat Perintah Memba.yor Uar,g. 

P,asal "87 

Pemeriksaan Sarong Daerah di)aksanakan oleh Panitia Pemeriksa Barang 
· Daerah yang diberituk don ditetapkan dengan Keputuson Bupati. 

Bagian Kedlia 
Penyalurari 

Pasal88 

( 1) Penyaluran borang daerah oleh pengurus barang diloksanokan atas dasar 
( Surat Perintah Pengeluaran Barcing (SPPB) dari Pengguna Sarong / Kuasa 

Pe11gguna Barang dengan Berita Acara Penyerahan. 

(2) Setiap tahun anggaran Pengguna Bqrang / Kuasa Pengguna _Sarong wajib 
melaporkan stock atau sisa borang . kepada Pengedola Barang melalui 
Koordinator pengelolaan b arang . 

BAB XVI 
PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN 

-Pasal 89 

( 1) Direksi Perusahaan oaJrah (PD) atou Sadcm Usoha Milik Daera h (BUMD) 
sebagai Penyelenggara P<3mbantu . Pemegahg Kuasa ~ara_ng Daerah 
berwenang don bertanggung jawab atas 'pengelolaan barang Daerah 
dalam lingkungannya s(3bagai Baran_g Daerah yang dipisahkan. 

( (2) Direksi bertanggung jawab untuk menyusun don m(;;nghimpun mutasi · 
·barang secarq periodik · don daftar mutasi barong setiap semester don 
tahunan Perusahaan Da_eroh (PD) atau Badon Usaha Milik Daeroh (BUMD). 

(3) Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pado ayat (2), selain 
barang usaha ·atau barang dagangcin disampaikan kepada Bupati melalui 
Pengelola Barar:g Daerah setia_p akhir tahun anggor<:m perusahaan. 

- · (4) _lnventdri?asi Barang Oaerah yang dipisahkon dilaksanokan oleh Direksi 
Perusahac;m Daerah (PD) don dilaporkan kepada Bupati setiap 5 (limo) 
tahun sekali. 

Posal90 

Tata cara bengelolaan Sarong Doerah yang dipi?ahkcm ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati sesuai d_engan peraturan perµndang~undangon yang berlaku. 



l 
1 

.,. 

39 -

BAB XVII 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN. PENGENDALIAN 

Bagian Pertarna 
Pembinqan 

Posa! 91 · 

( l) Kebijakan um um don kebijakc;m teknis pengel9laon borang milik daerah 
• dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturon perundang-undangan 

yang berlaku. 

(2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang 
daerah dilakukan -oleh pengelola baran.g. 

Bagkm Kedua _ 
· · Pengawasan dan Pen~endalian 

Posa! 92 · 

-
(l) Pengguna barang melakukan pemantauan don penertiban terhadap 

penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan 1 penatausahaan, 
pemelihoraan, don pengamanan barang milik daerah yang berada · di 
bawah !3enguasaannya. . 

(2) Pelaksanaan pemantauan don penertiban sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat ( l) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna 
barang. 

(3) Kuasa pengguna barang don pengguna barahg dapat meminta aparat 
pengawas fungsional untuk melakukan audit tlndak lanjut hasil pemantauan 
don penertiban sebagoimana yang d iril a ksud poda oyot ( l) don qyat (2). 

. . 

(4) Kuasa pengguna borang don pengguna barang menlndaklanjuti hasil audit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . sesuai ketentuan perundang­
undangan. 

Pasal93 

·( l) Penge.lola barang berwenon_g untuk mE:ilakuka17 pemantauan don investigas-i 
atas pelaksanoor . penggunaqn, pemanfaatan, dgn pemindahtanganan 
barang milik . daerah, dalam rongka . penertiban penggunaan, pemanfaatan, 
don pemir,dahtanganan borang milik doerah sesuai ketentuan yang berlaku . 

. . 
(2) Sebagai tindok lonjut sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l), pengelola 

barang dapat merninta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit 

atas . pelaksanaan penggunaan, pemcinfdatan, don pemindahtanganan 
barnng milik daerah. · 

I 

(3) Hasil audit sebd~aimana dimaksud pada ayat (2) disompaikan kepada 
pengelolo 

1

barong untuk ditindaklanjuti sesual ketentuon perundang-undangan . 

... . 
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Pasal94 

Ketentu an lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan don 
Pengendalian atas bdrang . milik daerah diatl.)r berdasarkan peraturan 
perulidang-undangan yang berl~ku·, 

BAB XVIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

J 

Pasal 95 

( l) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengeloloon barong . milik daerah yang 
menghasilkan penerimoan daerah dapat diberikan insentiL 

(2) · Pejabat/pegawai selaku pemegang barang / bendaharowan barang, 
peng~rus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dib.erikan tl.)njangan 
yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuqngon daerah. 

(3) Pemberiari inseritif dan/atau tunjangon kepoda pejabat/pegawai yang 
melaksanakdn pengelolaan barang milik daerah . sebagaimana dimaksud 
pada ayat '( l) don ayat (2) diotur derigari Peraturan Bupati dengan 
berpedoman poda kebijakan umum pengelolaon barang milik daerah. 

·Paso I 96 

( l) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan um um daerah 
merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan 
kegiatan badan layanan umum daerah yang bersangkutan. 

(2) Pengelo laan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuafi terhadap 
barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalom Peraturan Daerah 
t~ntang Badon Lqyonan· Umum. 

Pasal97 

Pengelola barang · dapat membentuk badan layanan umum dan/atau 
menggl.Jilakan j'asa . pihak lain dalom. pelaksanaon pecnonfaatan · don 
pemindahtangarhan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bqngunan. 

I ' ' ' • . 

BAB XIX · 
. GANTI RUGI PAN SANKSI 

Pasal98 

· ( l) Setiap kerugian daeroh akibat kelalaian, penyolahgunaan/pelanggaran 
hukum atas pengelolaan barang · milik daerah diselesoikan melalui 

· tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap pihak yang · mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana 
. dima/~s~d pada ay?t (l) dopat dikenakan sank$l administrasi dan/atau 
sanks1 p1dana sesua1 dengan peraturan perundang-undangan. · . 
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BAB XX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal99 

( l) Barang milik daerah berupo tdnoh don/otau pongunan ·yang telah ado 
sebelum berlokunyo Peroturon Doeroh ini wojib dilokukon lnventarisosi 
don diselesoikon 'dokumen kepemilikonnyo. 

(2) lrwentorisosi don penyelesoion· dokumen kepemilikon sebogoimono 
dimoksud podo oyot ( l) didtur lebih lonjut oleh pengelolo barong 
berkoordinosi dengan lembogo yang bertonggung jowob di bidong 
pertanahon nasional don instonsi teknis terkait. . 

(3) Semuo bioyo Yong timbul sebogoi akibat peloksonoan ketentuan pada 
oyot (2) dibebonkon poda Anggaron Pendapotan don Belonjo Doeroh. 

· BAB XXI · 
KETENlUAN PEN.UTUP 

Paso! l 00 

( l) Poda ~oat berlokunyo Peroturan Doeroh InI, semuo peroturon yang 
mengotur menge'nai pengelolaan borong . milik doeroh yang 
bertentangon dengan Peroturon Daerqh ini dinyatakon tidok berloku. 

(2) Hol-hol yang belum diotur dalam Peroturon Daerah ini, seponjang 
_ mengenai pelaksanoonnya ditetapkon oleh ~upoti. 

Pasoll0l 

Peroturon Daeroh ini mulai berloku podG tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, -memerintohkon pengundongon Perotu.ron 
Doeroh ini dengon penempatonnyo dalom Lernbaran Doeroh Kobupoten 
Kloten. · 

I 
I 

I 

Diundongkon di Klaten 
p~do tonggol 17 Jonuari 2007 

I . 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN I . ·.· 

I 

Ditetapkan di · Klaten 
podo tonggol 17 Jonuori 2007. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 3 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DA~RAH 

1. Pendahuluan · 

Dolom rangko menjomin terlokso.nanyo tertib administrosi don tertib 
pengelolaan barang milik . daerah .diperlukan adanyo kesarnaan persepsi 
don langkoh secaro integral don menyeluruh dar.i unsur-unsur yang terkait 
dalam_ pengeloloon barong milik doeroh. 

- . . 
Pengelolaan Borang milik daerah sebagimana diatur dalam Peraturan 
Daerah ini dilaksanakan dengan memp~rhcitikan asas.,asas sebagai berikut : 

' a. Asas fungsional, yaifu pengambilan keputusan don pemecahan masalah 
masaloh di bidang penge1o1Gan barang milik daerah yang dilaksanakan 
o eh kuasa pef'lQQu a g pengguna bararg, koordinator 
.....,8"'Q8 0 O ,..,.,...,,,,.,....,,g, ,r.,,ur,n. 0 g 00 , t..,pO 58SUO fu'lgs· 

e e g -m 

o. Asas epastian hu' Jm, va·~u pe ge oloo ba"ang mil' ooe arus 
dilaksonakan berdosarkan hukum don peraturan perundang - undangan; 

c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik 
daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 
informasi yang benar; 
.. 

d. Asas efisiensi, yaitu peng'elolaan barang milik doerah diarahkan agar 
barang milik daerah diguna~an . sesuai · botasan - bqJasan standar 
kebutuhan ya'ng diperlukan dalam rangka menunjcmg penyelenggaraan 
tugas pokok ~an fungsi Pemerintahan secarq optimol ; . . 

' ' 

• . I . 

e . Asas Akunta~ilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolac1n barang milik doerah 
harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat ; 

f~ Asos l<epastian · nildi, yaitu pengelolqan barang milik daerah harus 
didukung oleh ddanya ketepatan jumlah don hilai barang dalam rangka 
optimalisosi pemonfaotan don pemindohtanganan barang milik doerah 
serto d,enyusurion Neraca Pemerintah Daerah. · 

I . , 

2. Gamba~nU~um · . 

a. Ruand Lingkup Barang Milik Daerah don Pengelolacm. 



43 

Ruc:rng Lingkup Barang Milik Doerah .· dalam . Peraturan Daerah ini 
mengacu pada pengertian Barang Milik Daerah berdasarkan rumusan 
dalam Posa! 1 
angka 10 don angka 11 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. Atos dasar pengertion tersebut Lingkup Barang 
Milik Daerah disamping berasal dori pembE:lian atou perolehan atas 
beban Anggaran Pendapatan don Belanjo DaE~rah juga berasal dari 
perolehan lainnya yang sah . . Barong Milik Daerah yang berosal dari 
perolehan lainnya yang sah selonjutnya dalom Peraturan · Daerah ini 
diperjelcis lingkupnya yang melipvti barang yang diperoleh dari hibah / 
sumbangan / sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaon perjanjian / 
kontrak, diperoleh berdasarkan . ketentuan Undang - Undang don 
diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan · hukum · tetap. Pengaturan mengenai Lingkup Barang Milik 
Daerah dalam P.eraturan Daerah ini dibatasi pada pengertian Sarong 

• Milik Daerah yang bersifat berwujud ( Tangible ) sebagaimana dimaksud 
Bab. VII Pasal 42 sampa·i dengan Pasal 49· Undang - Undcmg Nomor l 
Tahun 2004 tentang Perbendoharaan Negara. 
Per,Qelolaan Barang Milik Oqerah dalam P.eraturan Dqerah ini, meliputi 
perenconaan kebutuhan don penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanah don . pemeliharaan, 
penilaian, 1 penghapusan, . pemindahtanganan, penata usahaan, 
pembinaan, pengawasan don pengenqqlian. Lingkup pengelolaan 
bare.mg milik daerah terseb·ut merupakan siklus logistik yang lebih terinci 
sebagai penjabaran dari siklus iogistik sebagaimana yang diamanatkan 
dalam penjelasan Posa 9 aya+ 16) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 
~8CL Or\Q I · paao e ·mo gon per unyo 
~ r~•~,•,~'-~ ,~ h~r~,~~ 

-s oc- ::;engelo cc 3c c g er 
Pada dasornya Barang Milli<: Daera a gu'lOKan unTUK penyeIerggarca 
tugas pokok don fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Paso! 42 ayat (2) aundang - Undang Nomor l Tahun 

• 2004. Terkait dengan hal terse but, Pasal 4 ayat ( 1) · don Paso! 6 ayat ( l) 
Undang - Undang Nomor l Tahun 2004 mene1opkan bahwa kepala 
satuan kerja perc;mgkat daerah adalah pengguna barang bagi satuan 
kerjp perangkat 'daerah yang dipimpinnya. · 
~ebagai kor,isekuensi dari prinsip tersebut dicitas, maka tanah don / otau 
bangunan milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan 
penyelengg.araan tugas · pokok don fungsi instansi yang bersangkutan · 
wajib diserdhkan pem.anfaatannya kepada Bupati untuk kepentingan . 
penyelenggaraan tugas· Pemerintahan Daerah sebagaimana 
diamonatkan dalam Posa! 49 ayat (3) Undang -~ Undang Nomor 1 Tahun 
2004. Bupati melakukan pernanfaaton atas tonah don / atau bangunan 
ters·eput untuk : • 
l) digunakan oleh instonsi yang memerlukan tonah / bangunan dalom 

rdngka penyelenggaroan tugas pokok don· fungsinya melalui 
pengalihan status penggunaan; · · 

2) dimanfoatkan, dolam bentuk sewa, kerja samo pemanfaatan, pinjam 
p~kai, bangun guna serah don bangun serah guna ; atau 

3) dilpindahtangankan, dalam . bentuk pnjualon, tukar menu km, hioah, . 
p~nyertaan modol Pemerintoh Doerah. 

I -
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Dalam Peraturan Daerah 1n1 diatur pejabat yang. melakukan 
pengelolaan barang milik daerah. Dalam pengelolaan barang milik 
dGerah, Bupati adalah pemegang kekuasaan . pengelolaan barang 
milik daeroh, Sekretaris Daeroh adalah pengelolo barang, koordinator 
_pengelolaan barang milik daerah adalah pembantu pengelola 
oarang, don . kepala satuan kerja perangkat daerah adalah 
pengguna barang. 
Dasar pengaturcin mengenai . wewenang don tanggungjowab 
pejabat pengelolaan barang milik daerah adalah sebogai berikut : 

- Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah mempunyai fungsinya 
mengacu pad a Pasal 5 huruf C; Posa I 43 ayat ( 1), Posa I 47 ayat (2) , 
don Pasal 49 ayat (3) Undang ~ Undang Nomor 1 Tahun 2004. Bupati 
selaku kepala Pemerintah Daerah merupakan pemegang 
kekuasaan pengelolaan barang mllik daerah yang teknis 
pengelolaannya dilaksanakan oleh ·: 

a. Sekretaris Daerah sebagai pengelola . barang atas dasar 
pertimbangah bahwa kepala satuan kerjcJ p~ngelola keuangan 
daerah selaku bendahara umum daerah, fungsi.nya mengacu 
pada Paso! 9 ayat (2) huruf i don Paso! 43 ·ayaf (2) Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2004, berkedudukan dipawoh Sekretaris 
daerah; 

b. Kepala satuan . kerja perangkat daerah selaku pengguna 
ba r,ang, fungsi nya m engacu pado Posa! 10 ayat (3) huruf f 
Undang - Und ang Nomor 17 Tahun 2003 serta Pasal 6 ayat (2) 
huruf f don Posa 3 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 

. .2004. 

c . Perencanaan Kebutuhan, Penga nggaran don Pengadaan Barang Milik 
Daerah. 
Perencanaan _ kebutuhan barang milik d aerah harus mampu 
menghubungkan ontara ketersediaan barang sebagai ha si l dari 

· pengadoan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan 
sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian . 
efisien~i dqn efektifitas pengelolaa~ barang milik daeroh. Hasil 
perencanaan kebutuhan tersebut merupakan salah satu dasar dalam 

• penyusunan' _perencanaan anggaran pada . satuan kerja perangkat 
daerah. Perencandan anggamn yang mencermin-kari kebutuhan riil 
barang milik daerah pada satuan perangkat daerah selanjutnya 
m(:jnentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan 
dalam rangka penyelenggaraan . tugas pokok don fungsi Pemerintah 
Daerah. 

d. Penggunaan Barahg Milik paerah 
, , 

Pada dasarnya barang, milik daerah digunakan ·untuk penyelenggaraan 
tugas pokok don fungsi satuan kerjo perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud dalom Posa! 42 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 
200~. Oleh karena itt,1, sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 
Tah\Jn .2004 barang milik daerah yang diperlukan bagi pe,nyelenggaraan 
tugps Pem_ ~rintohon Daerah tidak dapat dipindahtangarikan: Dalam 
rangka menjamin tertib penggunaan, pengguna barang harus · 
me!aporkan kepada pengelola barong atas· semua barang milik daerah 

I . . 
1 
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_yang diperoleh satuan kerja perangkat daerah untuk ditetapkan status 
penggunaannya . 

e . Pen~tausahaan Barang Milik Daerah . 

Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi 
don pelapor,an, barang milik daerah yang berada dibaw.cih penguasaan 
pengguna barang / kuasa pehgguna barang harus dibukukan melalui 
proses pencatatan dalam ·oaftar Barang Kuasa _Pengguha oleh ·Kuasa 
Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna oleh Pengguna Barang don 
Daftar Barang Milik Daerah oleh Pengelola Barang. Proses inventarisasi, 
baik berupa pendataan, pencatotan, don -pe\aporan hasil pendataan 
barang 

milik daerah merupakan bagian dari penotausahaan. Hasil dari proses 
pembukuan don inventarisqsi diperlukah dalam melaksanakan proses 
pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa p~rngguna · 
barang, pengguna barang, don pengelola barang. 
Hasil pe-natausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka : 
- Penyusunan NeracO Pemerintah daerahsetiap 1-ahun; 
- Perencanaan kebutuhon pen'gadaan don pemeliharoan barang milik 

daerah setiap tahun untuk digunakan seba~1ai bahon penyusunan - . . . 

renc;ana anggaran ; 
Pengamanan administrastif terhadap barang milik daerah. 

f. Pengaman~n don Pemeliharaan Barang Milik Daerah. ... 

::i::::: ..... ,...,,..., .......... ,..., ..... ,..., n i u ja g ole perigamanan fisik don 
mili daerah ""'8'"" vPO or. bag·ar 
aaerah. uOSO e ggJna crarg 

pengguna barang don pengeloia barang memir i we enarg dar 
tanggung jawab dalam menjamin keamanan barang milik daerah yang 
berada dibawah pen'guasaannya dalam rangka menjamin pelaksanaan 
tugas pokok don fungsi pemerintah daeroh. 

g. Penilaian Barang Milik daerah : 

- P:n_ilaid~ . l;)arang. milik s-1aerah diperlukan dalam rangka. n:end~patkan 
nilrn waJa~ sesurn dengan ketentuan yang berlaku. N1lrn waiar atas 
barang mi,lik daerah yang diperoleh darj penilaian ini merupakan unsur 
penting cpalam rongka penyust.man . neraco · Pemeriritah Daerah, 
pemanfaatcin don peminddhtanganan barang rnilik daerah. 

· h. Pemanfadtan don Pemindahtangandn. 

Barang milik daerah dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan 
appbila tidak digunakan untuk penyelenggaroan 'Pemerint~h Daerah. 
Dalam konteks pemanfaatan tidak terjadi adanya peralihan kepemilikan 
dari pemerintah daerah k~pada pihak lain. Sedangkan· dalam konteks 
pe,-nindaht<:mgana_n akan terjddi peraliha~ kepe_milikan atas barang milik 
dalerah don Pemenntah Daerah kepada p1hak lain, · 
Ta ~ah don / atau bangunan yang tidak dipergunakan· sesuai tugas 
pqkok don · fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan kepada 
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Bupati selaku pemegang kekuasaon pengelolaan barang milik daerah. 
Penyerahan kembali barang milik daerah tersebut dilakukan dengan 
memperhatian kondisi status. tanah don / atou · bangunan, apakah tel•ah 

• bersert{fikat ( baik do/am kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah ) 
atau tidak bersertifikat ( baik dalam kondisi bermasalah maupu·n tidak . 
bermasalah ) . . . . 
Barang milik daerah berupa tanah don / atalJ bangunan yang telah 
diserahkan tersebut selanjutnya didayagunakan untuk penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, yang meliputi fungsi-ftJngsi berikut : · · 

1) Fungsi pelayanan 
Fungsi ini direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan , 
dimana barang m"illk dderah diolihkan pengglinaannya kepada 
instansi Pemerintah Daerah lainnya untuk digunakan dalam · rangka 
memenuhi kebutuhan organisasi · sesuai den~Jan tugas pokok · don 
fungsinya. 

2) Fungsi Budgeter 
Fungsi int direalisasikan melalui pemanfaatan don 
pemindcihtanganan. Pemanfaaton dimoksud dilakukan dalam 
bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjarn pakai, bangun guna 
serah don bangun serah guna. Sedangkan . pemindahtanganan 
dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, don . 
penyertaan modal daerah. · 

Kewenangan pelaksanoan pemanfaatan atau .· pemindohtanganan 
tanah don / atau bangunan barang milik daerah dilakvkan oleh Bupati, 
kecuali hal - hal sebagai berikut : · 

1) Pemanfaatan tanah don / otau bangunan untuk me~peroleh fasilitas · 
yang diperlukan dalam rangka menunjang t\Jgas pokok don fungsi 
instansi pengguna don berada di dalOm lingkUrigan instansi 
pengguna, contohnya : kantin, bank don kopi:':!rasi. 

2) · Pemindahtanganan dalam bentuk tukor-menukar berupa tan ah don 
/ atau bangunan yang masih digunakan .untuk ·tugas pokok don 

_ fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan 
kota. . 

3) Pe.mi'ndahtanganan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah 
Daerah berupa tanah don / atau bangunan yang sejak awal 
pe-ngadaannytt sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi 
badan' usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
daerah. · 

Pengecualian ketentuan · · tersebut diatas dilakukan oleh pengelola 
barang dengan persetujuan Bupatj_ 

; 

II. PENJEUASAN PASAL DEMI. PASAL 

Paso! 1. 

Pasal l 

Posa! 

Pasal4 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 

; Cukup Jelas 
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ayat (2) huruf b: Termasuk dalam pengertian 1ni meliputi kontrak karyo, 
kon-trak bagi h-asil, kontrak kerjasamo pemanfaatan. 

Paso! 6 

Paso\ 7 

Paso! 8 

hurl!f c 

· ayat (1) 
ayat (2) 
huruf a s/d C 

huruf d 

huruf e s/d f 
Paso\ 9 

Posa\ 10 

Paso! 1 f. 

Paso\ 12 

Paso\ 13 
• ayat ( 1) 

ayat (2) 

ayat (3) 

9yat (4) 

Paso! 14 

Misalnyd Undang - Undang KepabeanCUl, termasuk 
, pengertian · 1ni · meliputi barang milik · daerah yang 

diperoleh dari aset asing / cina don sebagainya. · 

Cukup Jelas 

Cukup Je\as 

Cukup Je\as 

Cukup Jelas · 
Yang dimaksud dengan mengotur pelaksanaan adalah 
menindaklanjuti persetujuan Bupati secaro administratif. 

Cukup Jelas · 
Cuhip Je\as 

Cukup Jelas 

Cukup Je\as 

Cukup Jelas 

Yang dim0ksud dengan ketersediaan barang milik 
daerah yang ado adalah barang milik daerah baik yang 
ado di pengelola barang maupun pengguna barang. 
Perencanaan kebutuhan dimaksud meliputi 
perencanoan kebutuhan pengadaan don 
perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik 

daerah. 
Yang _ dimaksud standar kebutuhan adalah standar 

sarana don prasarana 

Cukup JE3las 

ayat (1) s/d (2): Cukup Jelas 
Rencana kebutuhan · barang mllik daerah tersebut 

ayat-(3) 

Paso! 15 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 
rencana kerjd don anggaran satuan- kerja perangkdt 

daerah. 
Termasuk data barang pada pengguna barang don / 
atau pengelola barang adalah Laporan Pengguna 
Barong Seme~terarL Laporcm Pengguna Barang 
Tahunan·, Laporan Pengelolo Barang S~mesteran, 
Laporan Pengelola Tahunan, don Sensus Barang serto 
Laporan Barang Milik baeroh Semesteran don 

Tahunan. 

· Cukup Jelas 



Pasal 16 

Pasal l 7 

Pasal 18 

Pasal 19 

Pasal20 

Pasal21 

Pasal22 

.· ayot ( l) 

oyat /2) 

huruf a· 

hurufb 

Pasal23 

Pasal24 

Pasal 25! . 
I 
I 

I 

/ : 
I. 
I . 

'I 

ayat ( 1) s/d (2): 
I 

I 

ayat (¥) 

Cukup Jelas 

Cukup Jejas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 
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Usul penggunaan, meliputi barang milik daerah yang 
digunakanoleh · pengguna barong untuk 
penyeienggaraan tugas pokok don fung_si, termasuk 
barang milik daerah yang ado pada pengguna barang 
yang direncanakan untuk dihibahkan · kepada pihak 
ketiga atau yang akan·. dijadikan penyertaan modal 
daerah . 

Penetopan · status penggunaan barang. mllik daerah 
oleh pengelola barang disertqi dengan ketentuan : 

1. Pengguna . barang mencat,at barang milik daerah 
tersebut dolom [)attar Barang · Penggund apabila 
barang milik daerah itu akon digunakan sendiri oleh 
pengguna barang untuk menyelenggarakan tugas 
pokok don fuhgsinya ; 

2. Pengguna barang · menyampaikan . Berit.a Acara 
Serah Terima Pengelolaan Sementara Barang Milik 
Daerah kepada · pengelola barang apobila barang 
milik daerah itu akan dihibahkan atau dijadikan 
penyertaan modal daerah. 

Cukup Jela;; 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Yang <;limaksud tindak lanjut pengelolaan dalam ayat 
ini, bGhwa diupayakan terlebih dahulu memprioritaskc;m 
penetapan status penggunaannya untuk 
penyelenggaraan tugas . pokok don fungsi instansi 
Pemerintah lainnya. Yang selanjutnya apabila ternyata 
tidok diperlukan / dibutuhkan instansi pengguna lain 
dalam . melaksanakan tugas pokok . don fungsi, maka 



Pasal26 

P€lsal27 

ayat ( 1) 

ayat (2) 

ayat (-3) 

ayai(4) 

Pasal28 

Pasal29 

Pasal 30 

ayat ( 1) 
I 

I 

ayat (2) .s/d (4): 

ayat (5) 
I 

Pasal 311 
I 

ayat I( 1) 
I 
! 

I 
l 

nvnt l 12) s/d (3): 
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pemanfaatan terhadap barang tersebut diupayakan 
dalam rangka optimalisasi pemonfaatan barang milik 
daerah. Pemindahtanganan merupakan upaya terakhir 
apabila barang tersebu_t meman~J benar-benar sudah 

- tidak dapat digu_nakan atau dimanfaatkan. 

Cukup Jelas 

Pemanfaatan barang milik daerah untuk 
kepentingdn penyelenggaraan tugas pem~rintahan 
daerah dilakukc;:m oleh .peng~lola borang dalam rangka 
peningkatan . penerimaan daerah sebogai sumber 
pendapatan daerah yang merupakaD bagian dari 
pelaksanaari fungsi bendahara unwm dc:ierah . 

Yang dimaksud dengon menunjang kepentingan 
penyelenggaraan tugas pokok don fungsi adalah untwk 
kepentingan kegiatan dilingkungan perkantoran, seperti . 
kantin, bank, koperasi, ruong serbq guna / aula. 

Barang milik daerah selain tanah don / atau bangunan 
yang menjadi lingkwp pemanfoatan ini adalah · barang 
milik daerah yang sudah tidak · digunakan oleh 
pengguna barang untuk menyelenggarakan atau 
m e nunjang tugas pokok don fungsi - instansi 
bersangkufan. 

Pertimba ngan teknis sebagaimana dimaKsud dalcm 
ayat ini antara lain kondisi / keadaan barong mili 
daerah don renccina penggunacm / perun tukan. 

Cukup Jelas · 

Cukup Jelas 

Pemanfaatan . barang milik daerah, selain 
penyewaan da_pat dipungut retribusi yang ditetapkan 
dalorn Peraturan Daerah. _ 

C'ukup Jei'as 

Uong sewa dibayar dimuka sesuai dengan jangka · 
woktu penyewaon . . 

Tidak termasuk dalam pengertian p1nJam pakai 
dc;ilam ayc;:it ini adalah pengalihan penggunaan barang -
antar penggl)na barang milik daerah yqng merupakan 
bentuk perubahan status penggunaarr. . 

Cukup Jelas 



:::: a sal 32 

Pasal33 

Pasal34 

ayat (l) 

huruf a 

huruf b 

huruf c s/d g 

ayat (2) 

~asal 35 

ayat (l) 

t. 

Cukup Jelas · 

Cukup Jelas 

Cukvp Jelas 
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Yang termasuk barqng milik daerah yang bersifat khusus 
antara lain barang yang mempunyai spesifikasi tertentu 
sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 

Cukup Jelas . 

Cukup Jelas 

huruf a · Spesifikasi bangunan don fasilitos pada pelaksonoan 
bangun guna serah don. bangun serah guna 
disesuaikoh dengan kebutuhan penyelehggoroon tugas 
pokok don fungsj. 

huruf b Cukup Jelas 

9yat (2) .s/d (3): Cukup Jelas 

ayat (4) Keikutsertaan pengguna barang don / atau kuasa 
pengguna barong dalam pelaksonaan bongun guna 
serah don bangun serah gunq dimulai dari tahap 
persiapan pembangvnan, pelaksonaan pembangunan 
sampai dengan penyerahan hosil bangun serah guna 
don bangun guna serah. 

• Pasal 36 Yang d(makswc:l dengon hasil ·. odalah bangunan 
beserta fasilitas yang telah diserohkan oleh mitra setelah 
berakhi~nya jangko waktu yong diperjonjikan untuk 
bahgun guna serah don setelah selesainya 
pembangunan.untuk bangun serah guna. 

Pasal37 

ayat' ( l) s/d (2): 

ayat (3) 

hururf a s/d b 

. hur. f c 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

• Yang dimaksud obyek bongun guna serah don 
bangun serah guna dalOm keterituan ini ddalah tanah 
beserta bangunan dan·otau sc1rana berikut fasilitasnya. 
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ayat ( 4) s/d (7): 

Posa! 38 s/d 39 

.Pbsal 40 

ayat (1) 

ayat (2) 

Posa! 41 

-a a- (1) 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 
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Pengamanan administrosi . meliputi kegiatan 
pembukuan, penginventarisasian, don peloporan 
barang milik daeroh serta penyimpa;:-ian dokumen 
kepemilikan secara tertib. 

- Pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk 
mencegah terjadiny9 penurunan fungsi barang, 
penurunan jumlah barang don hilangnya barong. 

- Pengamanan fisik untuk tanah don bangunan antara 
lain d,ilakukOn dengan caro pemagaran don 
pemasangan tanda batas· tanah, sedangkan untuk 
selain tanah don bangunorr antaro lain dilakukan 
dengan caro penyimpanan don pemeliharaan. 

- Pengamanan hukum .antara lain rneliputi kegiatan 
melengkapi bukti status kepemilikan .-

Yang d·maksud dengan disertifikatkan ·atas nama 
pemerintah d aerah adala h penerbiton sert:-·kat nak 
a tas tanah milik pemerintah daeroh langsung a ,as 
nama pemerintah kabupoten. 

Selc:injutnyo Bupati akan menerbitkon surat penetapan 
status · penggunaan tanah kepada masing-masing 
pengguna barang / kuasa · per,gguha barong sebagai 
·dasar penggunoan tanah tersebut. Hok -. atas tanah 
yang · dpat ditE?rbitkan berupo hak yang ditetapkan 
_berdasarkan peraturon perundang - undongan yang 
berlaku. 

ayat (2) s/d (4): . Cukup Jelas 

· Pasal 42 s/d 43 Cukup Jel~s 

Pasa144 

ayat: (1) 
I 
I 

Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu 
rangkaian kegiqtan untuk menjaga kondisi don 
memperboiki ,semua barang milik daerah agar selalu 
dalam keadaan baik don siap untuk digunakan s·ecaro 
berdaVa guna don berhasil guna. 

Daftar Keb\Jtuhari Pemelihoroan Barang merupakan 
bagian dari Daftar Kebutuhan Barcmg Milik Daerah. 
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ayat (3) s/d (4): 

Pdsal 45 

ayat (1) 

ayat (2) 

Posa! 46 s/d 50 

Pcisal51 
ayat (1) 

. -
ayat (2) s/d (3): 

. Pasal 52 
. C?YOt ( 1) 

ayat (2) s/d (3): 

Pasal 53 

ayat ( 1) 

ayat (2) 

I 

52 

Cl)kup Jelas . 

Yang dimoksu9 secara berkala . dolam 9yat · ini adalah 
setiap 6 (enam) bulan sekali / persemester. 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Yang dimaksud dengan tirn aci'alah · panitio penaksir 
harga yang unsurnyq terdiri dari instansi terkait. 

Yang . dimoksud· dengan penilai independen ~dalah 
penilai yang bersertifikat di bidang penilaian aset yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang . 

Cukup Jelas 

Yang dimqksud dengan tim adalah panitia penaksir 
harga yang unsurnya terdiri dari instansi terl<aiL . 

Yang dimaksud · dengan penllai independen · adalah 
penilai yang bersertifikat -di bidang penilaian aset yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

Cukup Je as 

Cukup Jelas 

Barang milik daerah sudah tidak berada do o m 
penguasaan · penggund barqng don . / atau Kuasa 
pengguna barang disebabkan kqrena : 

- Penyerahan kepada pengelolo barang ; ' 

- Pengalihgunaon barang milik daeran selain tanah don 
/ a tau bangunan kepada pengguna barang lain ; 

- Pemindahtanganan atos barang milik daerah selain 
tanah don / atau bangunan kepada pihak lain ; 

Pemusnohan ; 

- .Sebab - sebab lain antara lain· karena hilang, · 
kecurian, terbakar, ~usut, ·menguap, mencair. 

ayat (3) s/d (5): Cukup Jelas 

Pasal 54 
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r 

ayat ( l ) 

ayat (.2) s/d (3): 

Paso\ 55 

ayat (1) 

huruf a 

huruf b 

ayat {2) s/d (4): 

Paso\ 56 

·pasal 57 

ayat (1) 

ayat (2) 

huruf a 

huruf b 

huru c 
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Yang dimaksud dengan beralihnya kepemilikan 
adalah karena atas barang milik daerah qimaksud 
telah terjodi pemlndahtonganan atau dalam rangka 
menjalankan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetop don sudah tidak . 

ado upaya hukum lainnya. · 

. Yang dimaksud karena sebab- sebab lain antara lain 
adalah karena hilan·g, ·· kecurian, terbakar: susut, 

menguap, mencair. 

Cukup Jelas . 

Cukup Jelas 

Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan 
perundang-undangan antara • lain sepedi Undang-

undang Kepabeanan 

Cukup Jelas 

Cuku p Jelas 

Cu up Je\as 

- Tidak sesuai dengan tata ruang w\layah artinya pada 
lokasi tanah don / atau banglman milik. daerah 
dimaksud terjadi p eruba.han peruntukan don / atau 
fu ngsi awasan wilayah; rnisolnyo dari peruntukan 
w ilayah perkantoran menjadi wf\ayah perdagangan .' 

- Tidak -sesuai dengan penataan kota art\nya atas 
tanah don / atau b angunan milik daerah dimaksud 
perlu d ilakukan penyesuaian, yang berakibat 
pada perubahan luas tanah don / atau bangunan 

terse but. · 

Yang dihapuskan a d a lah bangunan yang berdiri diatas 
tanah · fersebut untu.k dirobohkan yang selanjutnya 
didirikan bangunan b aru diatas tar1ah yang soma ( 
Rekonstruksi ) sesuai d engan alokasi anggaran yang 
telah disediakan dalam dokumen penganggaran. 

Yang dimaksud dengan tanoh don / atau bangl,man 
diperuntukkan bagi Pegawoi Negeri adalah : 

- Tanoh don / atau . bangunan, . yang merupa kan 
kategori rumah daerah golongan Ill 



huruf d 

. I 

,. 
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.. 
Tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut 
perencanaan awal peng adaannya untuk 
pembangunan perumahan Pegawai Negeri. 

Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum adalah 
kegiaton yang menyangkut kepentingan bdngsa don . 

. negaro, masyarokat luas, rakyat banyak / bersamo, 
don atau kepentingan pembangunon. 

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk 
kepentingan umum antara lain sebagoi berikut : 

Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum 
· I air bersih don / atau saluran pembuangan air ; 

Waduk, bendungan don banguncin pengairan 

lainnya termosuk ·salLJran irigasi ; 

- Rumah sakit . vmum don pusat-pusat kesehatan· 

mosyarakat ; 

Pelabuhan- atau bandar udara atau stasiun kereta api 

atau terminal ; 

- Peribadatan ; 

- Fasilitas keselama an um e 
tanggul penanggulangan bahaya a 
\qin-lain bencona ; 

' . 
Pos don telekomunikasi ; 

Sarona olah raga ; 

- Stasiun _penyiaron radio; televisi beserta sarano 
· pendukungnya untuk \emba~;ia penyiaran, publik ; 

Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwaki\an 
negara asing, Perserikqtan Bongsa-Bangsa, lembaga 
internasional dibawah naun~Jan Perserikatan Bangsa-

Bangs(?; 

- F_asilitas Tentaro Nasionol Indonesia don Kepolisian 
Negara Republik -Indonesia sesuai dengan tugas 

pokok don fungsinya ; 

- Rumah susun sederhana ; 

- Temp.at pembuangan sampah ; 
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ayat (3) s/d (4): 

Pasal58 

Pasal59 

0yat (l) s/d (2): 

ayat (3) 

ayat (4) 

ayat (5i 

· • huruf a 

huruf b 

Pasal 60 s/d 65 

ayat ( l) 

ayat (2) J 1. 

Pasal 67 
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- Cogar alam don cagar budayo ; 

- Pertarnanan ; 

Ponti sosial ; 

- Pernbangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Lelang adalah penjualan barang milik daerah 
dihadapan pejabat lelang: 

Cukup Jelas 

Yang termasuk · barang milik daerah yang bersifat 
khusus adalah barang-boran~J yang· diatur . secara 
khusus sesual dengon peraturan · perundangan yang 
berlaku ; misalnya rumah· daerah golongan Ill yang dijual 
kepada penghuni, don kendaraan dinas perorangan 
pejabat negara yang dijual kepoda pejabat negara. 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat · ini 
ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapot 
menyediakan tanah don / atau bangunan pen·gganti 

Yang dimaksud dengan pihak swasta.. dalam ayat ini 
adalah pihak swasta baik ya'ng berbentuk badan 
hukum nioupun perorangan. 

ayat Cl) Cukup Jelas 

ayat (2) Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan 
I dalam ayat ini adalah sebagaimana yang dimaksLid 

dalam Paso I 57 . 

. ayat ~3) s/d (4): CL,Jkup Jelas 
I 

I 
Posa! 6? 
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G-

ayat (l) 

ayat (2) 

htJruf a s/d b 

huruf c 

hurllf d s/d e 

Posa\ 69 

Paso! 70 

ayat ( l l 

ayat (2) 

ayat (3) s/d (4): 

Pdsal 71 

ayat ( l) 

huruf as/db 

huruf c 

huruf d s/d f 

ayat (2) 

huruf as/db 

huruf c 

huruf d s/d e 

Pasal Z2 · 

· Paso\ 3 

aya (1 l 

56 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Yang dimaksud sesuai batas kewenangan .dalam ayat 
ini adalah sebagaimana yang c:limaksud dalam Pasal · 

58 ayat ( l). · 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Yang dimaksud dengan sesuoi . bata~ kewenangan 
dalam ayat ini adalah sebagaimana yang dimaksud 

dalam Posa\ 57. 

Cukup Jelas 

Cu up Jelas 

Barang .milik daerah berupa tanah don / a·au 
bcingunan -yang . dari awal pengaaacnnya 
direncanakan untuk dihibohkan, tidak memerlukan 

adanya penetapan Bupati. 

·. Cukup Jelas 

Cukup Jelas . · 

Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan 
dal0m ayat ini adalah sebagoimana yang dimaksud 

dalam Paso I, 58 ayat (1 l. 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 
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huruf as/db 

huruf c 

57 

Cukup Jelas 

Barang milik daerah selain tanah don / atau bangunan 
yang dimaksud pada ayat ini meliputi: 

- Barang milik daerah selain tonah don / atau 
bangunan yang dari awol pengadaannya untuk 
disertakan sebagai modal pemerintah ; 

- Bara·ng . milik daerah selain tahah don / atau 
bangunan yang . lebih optimal untuk disertakan 
sebagai modal pemerintah daerah. 

ayat (2) Yang dimaksud dengan .sesuai batas kewenangan 
dalam ,ayat lni adalah sebdgaimana yang dimaksud 
dalam Paso I 57. 

ayat (3) s/d (4): . Cukup Jelas 

Posa! 74 

ayat ( 1 )' 

huruf a 

huruf b 

• huruf c 

huruf d s/d h 

ayat (2) 

huruf a 

huruf b 

hurut/ c 
I 

I 
huru f d s/d f 

I 

Pasal rs 

Cukup jelas 

Termasuk dalam kegiatan pengkajian adalah · 
kegiatan koordina_si dengan Badon Usaha Milik Daerah 
don pengelola barang. 

Bara_ng milik doerah berupa tana h don / atau 
bangunan yang . dari · awal pengadaannya 
d irencanakan untuk disertakan sebagai modal 
pemerintah daerah tidak memerlukan adanya 
penetapan Bupati. 

Cukup Jelas 

Apabila perolehan barang milik daerah berasol dari 
pengeluaran anggaran, maka usulan · penyertaan 
modal pemerinta h daerah disertai hasi l audit Badon 
Pemeriksa Pemerin tah Daerah. 

Termasuk dalam kegia tan pengkajian adalah kegiatan 
koordinasi dengan Badon Usaha Milik Daerah _ don 
pengguna barang. 

Yang dimaksud dengan sesuai · batos kew$nangan 
dalam ayat ini adalah sebagaimana yang dimaksud 
dalam Paso! 58 ayat ( 1). 

Cukup Je.las 

Cukup Jelas 



58 · · 

Pasal76 

ayat ( 1) Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milik 
daerah yang dimanfaatkon oleh pihak lain. 

ayat (2) s/d (3): · Cukup Jelas 

Pasal 77 Cukup Jelas . 

Pasal 78 

·ayat (l) 

ayat (2) 

ayat (3) s/d (4): 

Pasal 79 s/d l 01 

Yan·g dimaksud dengan . inventarisasi dalam waktu 
sekurang-kurangnya sekdli dalam limo .. tahun adalah 
sensus barang. 

Yang dima Sud dengan inventarisasi terhadap 
persediaan oar. i<o s•rGKsi'dalam pengerjaan antara lain 
opname fisik. 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN tEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN O OR 1 
-. • ' t 


